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PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

bahwa untuk memudahkan pemahaman mengenai
Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah
dilakukan perubahan, dan berdasarkan hasil evaluasi
atas penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota
dan Wakil Wali Kota, perlu dilakukan penyempurnaan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum dimaksud;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum tentang Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5898);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017
tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program,
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);
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MEMUTUSKAN:
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan
kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan
kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota
dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.

2.  Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU
adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang
mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum
yang  diberikan tugas dan  wewenang dalam
penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang
diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilihan.

3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU
Provinsi/KIP Aceh adalah lembaga penyelenggara
pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang yang mengatur mengenai penyelenggara
pemilihan umum yang diberikan tugas
menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang mengenai Pemilihan.

4. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU/KIP
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10.

Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara
pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang yang mengatur mengenai penyelenggara
pemilihan umum yang diberikan tugas
menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati,
atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai
Pemilihan.

Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat
PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP
Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di
tingkat kecamatan atau nama lain.

Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat
PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP
Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di
tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang
selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang
dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan Pemungutan
Suara di Tempat Pemungutan Suara.

Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat
TPS adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara
untuk Pemilihan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya
disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara
pemilihan umum yang bertugas mengawasi
penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur
mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan
tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan
Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang mengenai Pemilihan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang
selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga
penyelenggara  pemilihan umum yang  bertugas

mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah
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provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan
umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam
pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur
dalam Undang-Undang mengenai Pemilihan.

Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang
selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah
panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang
bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di
wilayah kabupaten/kota.

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya
disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk
oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk
mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah
kecamatan atau nama lain.

Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya
disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas
Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan
di desa atau sebutan lain/kelurahan.

Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya
disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk
oleh Panwas Kecamatan untuk membantu PPL.

Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali
Kota dan Wakil Wali Kota yang telah memenuhi syarat
dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh
Pemilih di TPS dengan cara mencoblos surat suara yang
memuat nomor urut, foto, dan nama Pasangan Calon.
Penghitungan Suara adalah proses penghitungan surat
suara untuk menentukan suara sah yang diperoleh
Pasangan Calon dan surat suara yang dinyatakan tidak
sah, surat suara yang tidak digunakan dan surat suara
yang rusak/keliru coblos.

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah proses

pencatatan hasil penghitungan perolehan suara oleh
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

(1)

(2)

PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi/KIP
Aceh.

Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan
Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas
dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih
untuk memberikan suara pada Pemilihan yang memuat
nomor urut, foto, dan nama Pasangan Calon.

Saksi Pasangan Calon selanjutnya disebut Saksi adalah
seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari
Pasangan Calon/tim kampanye untuk menyaksikan
pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TPS serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi
kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang
mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU
Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk
melakukan pemantauan Pemilihan.

Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar
negeri yang mendaftar dan telah memperoleh Akreditasi
dari KPU untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
Sistem Informasi Penghitungan suara yang selanjutnya
disebut Situng, adalah perangkat yang digunakan
sebagai sarana informasi dalam pelaksanaan
penghitungan suara Pemilihan Gubernur, Wakil
Gubernur, Bupati, Wakil Bupati dan Wali Kota, Wakil
Wali Kota.

Hari adalah hari kalender.

Pasal 2
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:
a. tingkat kecamatan; dan
b. tingkat kabupaten/kota.
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan secara

berjenjang sebagai berikut:

www.peraturan.go.id



(3)

(4)

2018, No.143

a. tingkat kecamatan;

b. tingkat kabupaten/kota; dan

c. tingkat provinsi.

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sebagai

berikut:

a. PPK melakukan  rekapitulasi pada  tingkat
kecamatan;

b. KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi
pada tingkat kabupaten/kota; dan

c. KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan rekapitulasi pada
tingkat provinsi.

Formulir yang  digunakan  dalam  pelaksanaan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terdiri

atas formulir:

a. Model D-KWK merupakan Surat Pengantar Salinan
Berita Acara dan Kotak Suara hasil Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS kepada PPK melalui PPS;

b. Model DAA-KWK merupakan Sertifikat Rekapitulasi
Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara
dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan
lain/kelurahan di tingkat Kecamatan;

c. Model DAA.Plano-KWK /DA1.Plano-KWK merupakan
Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari
setiap TPS/Desa atau sebutan lain/Kelurahan di
tingkat Kecamatan yang berukuran plano;

d. Model DA/DB/DC-KWK merupakan Berita Acara
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di
setiap tingkatan;

e. Model DA1/DB1/DC1-KWK merupakan Sertifikat
Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di setiap tingkatan;

f.  Model DA2/DB2/DC2-KWK merupakan Catatan
Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam
pelaksanaan  Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara di setiap tingkatan;
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Model DA3/DB3/DC3-KWK merupakan Berita Acara
Penerimaan  Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara dari tingkat di bawahnya,;

Model DA4/DB4-KWK merupakan Surat Pengantar
Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara kepada tingkat di
atasnya,

Model DAS/DBS5/DCS-KWK merupakan Tanda
Terima Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara kepada Saksi dan
Pengawas Pemilihan di setiap tingkatan;

Model DA6/DB6/DC6-KWK merupakan Undangan
Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara di setiap tingkatan; dan

Model DA7/DB7/DC4-KWK merupakan Daftar Hadir
Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara di setiap tingkatan.

BAB II

PENYAMPAIAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 3

KPPS menyampaikan kotak suara yang disegel dan salinan

formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK kepada PPK

melalui

PPS pada hari yang sama dengan pelaksanaan

Penghitungan Suara di TPS.

(1)

Pasal 4

Setelah menerima kotak suara yang tersegel dan salinan

formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK dari KPPS di

wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,

PPS:

a.

mengumumkan Berita Acara Pemungutan dan
Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari seluruh
TPS di wilayah kerjanya menggunakan formulir

Model C-KWK dan Model C1-KWK, dengan cara
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menempelkannya pada sarana pengumuman di desa
atau sebutan lain/kelurahan;

b. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara
dan tidak membuka, tidak mengubah, tidak
mengganti, tidak merusak, tidak menghitung Surat
Suara, atau tidak menghilangkan kotak suara;

c. meneruskan kotak suara yang masih tersegel dari
seluruh TPS di wilayah kerjanya kepada PPK pada
hari yang sama dengan hari Pemungutan Suara
dengan pengawalan dari kepolisian setempat; dan

d. membantu PPK dalam pelaksanaan rekapitulasi di
kecamatan.

Dalam meneruskan kotak suara dari seluruh TPS kepada

PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, PPS

membuat surat pengantar penyampaian kotak suara

tersegel yang berisi berita acara Pemungutan Suara dan

Penghitungan Suara di TPS, dengan menggunakan

formulir Model D-KWK.

Dalam hal keadaan geografis, jarak tempuh, cuaca, atau

ketersediaan transportasi pada wilayah kerja PPS kurang

memadai sehingga tidak dapat memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, PPS

menyampaikan kotak suara kepada PPK paling lama 3

(tiga) hari setelah Pemungutan Suara.

Pasal 5
PPK membuat berita acara penerimaan kotak suara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c
dengan menggunakan formulir Model DA3-KWK.
PPK wajib menyimpan kotak suara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pada tempat yang memadai dan

dapat dijamin keamanannya.

Pasal 6

PPS melalui PPK meneruskan salinan formulir Model C-KWK

dan Model C1-KWK kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk

dilakukan pemindaian atau scan dan mengunggah atau
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upload hasil pemindaian atau scan formulir tersebut kedalam

Situng untuk diumumkan pada laman KPU, KPU Provinsi/KIP

Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada hari yang sama.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

BAB III
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DI KECAMATAN

Bagian Kesatu

Persiapan

Paragraf 1

Penyusunan Jadwal Rapat

Pasal 7

PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara
tersegel dari PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) huruf c.

PPK menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dengan membagi jumlah desa atau sebutan
lain/kelurahan dalam wilayah kerja PPK.

Penyusunan jadwal rapat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dimaksudkan agar Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.

Pasal 8

Ketua PPK wajib menyampaikan surat undangan kepada
peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) paling
lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rapat
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

Rapat  Rekapitulasi  Hasil = Penghitungan  Suara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:

a. Saksi;
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b. Panwas Kecamatan; dan

c. PPS dan sekretariat PPS.

Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

harus dicantumkan ketentuan mengenai:

a. hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara;

b. tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara;

c. jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara di PPK pada wilayah kerja PPK;

d. masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan
Saksi paling banyak 2 (dua) orang;

e. dalam hal Rekapitulasi dilakukan secara paralel,
Pasangan Calon dapat menghadirkan Saksi paling
banyak 2 (dua) orang untuk setiap kelompok yang
bertugas secara bergantian;

f. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat
mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon
atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat
kabupaten/kota; dan

g. peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat
undangan rapat.

Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat

dihadiri oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri,

Pemantau Pemilihan Asing, masyarakat dan instansi

terkait.

Dalam hal saksi dan/atau Panwas Kecamatan tidak hadir

dalam rapat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaan rapat

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat

Kecamatan tetap dilanjutkan.

Dalam hal terdapat perselisihan hasil penghitungan

suara di tingkat TPS, PPK dapat menghadirkan ketua

atau anggota KPPS sebagai peserta rapat rekapitulasi

penghitungan suara.
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Paragraf 2

Pembagian Tugas

Pasal 9

Ketua PPK melakukan pembagian tugas kepada anggota

PPK, sekretariat PPK, ketua PPS, anggota PPS dan

sekretariat PPS untuk melakukan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara di TPS dalam satu wilayah desa atau

sebutan lain/kelurahan.

Pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah:

a. ketua PPK memimpin rapat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara;

b. anggota PPK, sekretariat PPK bertugas menyiapkan
formulir Model DAA-KWK dan Model DAA.Plano-
KWK;

c. ketua atau anggota PPS bertugas membacakan
formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK; dan

d. sekretariat PPK dibantu sekretariat PPS bertugas
mencatat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di
formulir Model DAA-KWK dan Model DAA.Plano-
KWK untuk hasil penghitungan di TPS.

Untuk menunjang pelaksanaan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara di tingkat kecamatan, PPK dapat

menggunakan LCD projector.

Paragraf 3

Penyiapan Perlengkapan

Pasal 10
PPK menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari sebelum
pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara.
Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

www.peraturan.go.id



13 2018, No.143

a. ruang untuk rapat;

b. formulir berita acara dan sertifikat;

c. kotak suara tersegel yang Dberisi dokumen
Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;

d. 3 (tiga) kotak suara kosong yang ditempel stiker
bertuliskan:
1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
2. daftar pemilih dan daftar hadir TPS; dan
3. Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK,

Model C2-KWK, Model C1.Plano-KWK; dan

e. perlengkapan lainnya.

Pasal 11

PPK menyiapkan ruang untuk rapat Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

ayat (2) huruf a dengan mempertimbangkan:

a.
b.

(1)

(2)

kapasitas peserta rapat; dan
penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih

tersegel.

Pasal 12
Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2)

huruf b terdiri atas:

a. Model DAA-KWK;

b. Model DAA.Plano-KWK;
c. Model DA-KWK;

d. Model DA1-KWK;

e. Model DA1.Plano-KWK;
f. Model DA2-KWK;

g. Model DA3-KWK;

h. Model DA4-KWK;

[

Model DA5-KWK;

j Model DA6-KWK; dan

k. Model DA7-KWK.

Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
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Pasal 13

Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 ayat (2) huruf e terdiri atas:

a.

h.

sampul kertas masing-masing 1 (satu) buah, untuk
setiap Pemilihan ditambah sampul sejumlah desa
atau sebutan lain/kelurahan untuk formulir Model
DAA-KWK;

sampul sebanyak 1 (satu) buah, untuk anak kunci
gembok kotak suara;

segel masing-masing 7 (tujuh) lembar, untuk setiap
Pemilihan ditambah segel sejumlah kotak suara dari
TPS;

spidol sebanyak 2 (dua) buah,;

ballpoint sebanyak 8 (delapan) buah;

lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;

alat tulis kantor, termasuk komputer dan LCD
projector apabila ada; dan

daftar hadir peserta rapat.

Sampul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

digunakan untuk memuat formulir Model DA-KWK,
Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model DAA-KWK dan
Model DA7-KWK.

Segel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

digunakan dengan cara ditempel pada:

a.

sampul kertas yang memuat formulir Model DA-

KWK, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, dan Model

DA7-KWK, sebanyak 1 (satu) lembar;

lubang gembok dan lubang kotak suara yang berisi:

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;

2. daftar pemilih;

3. daftar hadir Model C7-KWK; dan

4. Formulir Model C-KWK berhologram, Model C1-
KWK berhologram, dan Model C2-KWK;

lubang gembok kotak suara yang berisi surat suara

dan alat kelengkapan TPS lainnya untuk masing-

masing TPS; dan
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d. sampul kertas yang berisi anak kunci sebanyak 1

(satu) buah.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Paragraf 1

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pasal 14
Rapat Rekapitulasi Hasil = Penghitungan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipimpin
oleh ketua PPK dan 1 (satu) orang anggota PPK, dan
dibantu oleh anggota PPS, sekretariat PPK dan
sekretariat PPS.
Ketua dan anggota PPK membuka rapat Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai:
a. agenda rapat;
b. tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di
tingkat kecamatan; dan
c. anggota PPS dan sekretariat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) membantu PPK dalam pelaksanaan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat

kecamatan.

Pasal 15
PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara dalam:
a. 1 (satu) wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan;

dan

b. 1 (satu) wilayah kecamatan.
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara

berurutan dimulai dari TPS pertama di desa/kelurahan
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atau sebutan lain sampai dengan TPS terakhir dalam

wilayah kerja PPK.

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan

hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dimulai dari PPS pertama sampai dengan PPS terakhir

dalam wilayah kerja PPK.

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara

bersamaan, paling banyak 4 (empat) kelompok dengan
mempertimbangkan jumlah TPS dan waktu yang
tersedia.

PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan

langkah sebagai berikut:

a. menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat kecamatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)
huruf b;

b. membuka kotak suara tersegel sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c;

c. mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari
kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf b;

d. menempelkan formulir Model DAA.Plano-KWK pada
papan rekapitulasi atau menggunakan LCD projector;

e. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data
jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan
suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model
C-KWK berhologram dan Model C1-KWK
berhologram;

f.  PPK membacakan kejadian khusus dan/atau
keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan
dan penghitungan suara di TPS yang tertuang dalam
Model C2-KWK pada saat proses rekapitulasi di
tingkat kecamatan dan status penyelesaiannya;

g. mencatat hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud
dalam huruf e ke dalam formulir Model DAA.Plano-
KWK;
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menyalin formulir Model DAA.Plano-KWK ke dalam
formulir Model DAA-KWK; dan

mengeluarkan DPT, DPTb, DPPh dan Model C7-KWK
masing-masing TPS untuk kemudian dihimpun
menjadi 1 (satu) bagian per wilayah desa atau

sebutan lain/kelurahan.

PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan

langkah sebagai berikut:

a.

menyiapkan formulir Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara tingkat kecamatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)
huruf ¢ sampai dengan huruf k;

menempelkan formulir Model DA1.Plano-KWK pada
papan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara atau
menggunakan LCD projector;

meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data
jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan
suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model
DAA-KWK;

mencatat hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c ke
dalam formulir Model DA1.Plano-KWK;

menyalin formulir Model DA1.Plano-KWK ke dalam
formulir Model DA1-KWK;

membuat  berita  acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara di tingkat kecamatan dalam
formulir Model DA-KWK; dan

menghimpun DPT, DPTb, DPPh dan Model C7-KWK
per desa/kelurahan atau sebutan lain dalam wilayah
kecamatan untuk diteruskan kepada KPU/KIP
Kabupaten/Kota bersama-sama dengan kotak suara
yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara di tingkat kecamatan.

Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

dilaksanakan secara bersamaan dengan Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali
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Kota, PPK terlebih dahulu melakukan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur.

Pasal 16
Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) dan ayat
(6) ditandatangani oleh ketua, anggota PPK, dan Saksi
yang hadir.
Dalam hal ketua dan anggota PPK dan Saksi yang hadir
tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), formulir ditandatangani oleh
anggota PPK dan Saksi yang hadir yang bersedia
menandatangani.
PPK wajib menyerahkan salinan formulir sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan tanda
terima formulir Model DA5-KWK kepada:
a. Saksi; dan

b. Panwas Kecamatan.

Pasal 17

PPK mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara di tingkat kecamatan di tempat yang mudah
diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.

PPK mengirim salinan formulir Model DAA-KWK, Model
DA-KWK, Model DA1-KWK kepada KPU/KIP
Kabupaten/Kota wuntuk dilakukan pemindaian dan
pengunggahan hasil pemindaian formulir tersebut

kedalam Situng pada hari yang sama.

Pasal 18
Setelah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, PPK wajib
segera menyerahkan masing-masing kotak suara dalam
keadaan tersegel kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota yang

terdiri:
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a. kotak suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
yang berisi formulir Model DA-KWK, Model DAA-
KWK, Model DAA.Plano-KWK, Model DA1-KWK,
Model DA2-KWK, Model DA1.Plano-KWK dan Model
DA7-KWK;

b. kotak suara hasil penghitungan suara di TPS
meliputi Model C1.Plano-KWK berhologram, Model
C-KWK berhologram, Model C1-KWK berhologram
dan Model C2-KWK;

c. kotak suara daftar pemilih dan daftar hadir TPS
meliputi Model A3-KWK, Model A4-KWK, Model
A. Tb-KWK dan Model C7-KWK; dan

d. seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara dan
formulir Model C3-KWK, Model C5-KWK dan Model
C6-KWK dari seluruh TPS di wilayah kerjanya.

Penyerahan kotak suara sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dicatat dalam formulir Model DA4-KWK.

Pasal 19
KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat berita acara
penerimaan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (1) dengan menggunakan formulir Model
DB3-KWK.
KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menyimpan kotak suara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat yang

memadai dan dapat dijamin keamanannya.

Paragraf 2

Penyelesaian Keberatan

Pasal 20
Saksi atau Panwas Kecamatan dapat mengajukan
keberatan  terhadap  prosedur dan/atau  selisih
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada PPK,
apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwas
Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau
mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
dalam formulir Model DAA.Plano-KWK dan/atau Model
DA1.Plano-KWK.

Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwas
Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.
Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang
salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir
Model DA1-KWK dan dicatat sebagai kejadian khusus
dalam formulir DA2-KWK.

Ketua PPK dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf
pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4).

Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil
pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPK
meminta pendapat dan rekomendasi Panwas Kecamatan
yang hadir.

PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas
Kecamatan di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) sesuai dengan jadwal rekapitulasi yang
telah ditetapkan.

Dalam hal rekomendasi Panwas Kecamatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) disampaikan pada akhir jadwal
rekapitulasi, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada
formulir Model DA2-KWK untuk ditindaklanjuti dalam
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat
kabupaten/kota.

PPK bersama Panwas Kecamatan dan  Saksi,
menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan
Saksi yang menjadi catatan PPL.

PPK wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat

rekapitulasi pada formulir Model DA2-KWK.
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(11) PPK memberi kesempatan kepada Saksi, Panwas

Kecamatan, dan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan
Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan

hasil rekapitulasi.

(12) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11)

(1)

(2)

(3)

(1)

dapat berupa foto atau video.

BAB IV
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI
TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu

Persiapan

Paragraf 1

Penyusunan Jadwal Rapat

Pasal 21

KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah
menerima kotak suara tersegel dari PPK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).

KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun jadwal rapat
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan membagi jumlah
kecamatan dalam wilayah kerja KPU/KIP
Kabupaten /Kota.

Penyusunan jadwal rapat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dimaksudkan agar Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.

Pasal 22
Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menyampaikan
surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal

21 ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari sebelum
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pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara.

Rapat  Rekapitulasi  Hasil = Penghitungan  Suara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:

a. Saksi;

b. Panwas Kabupaten/Kota; dan

c. PPK.

Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

harus dicantumkan ketentuan mengenai:

a. hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara;

b. tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara;

c. jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara di KPU/KIP Kabupaten/Kota;

d. masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan
Saksi paling banyak 4 (empat) orang dengan
ketentuan paling banyak 2 (dua) orang sebagai
peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara;

e. setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1
(satu) Pasangan Calon;

f. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat
mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon
atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat
kabupaten/kota; dan

g. peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat
undangan rapat.

Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat

dihadiri oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri,

Pemantau Pemilihan Asing, masyarakat dan instansi

terkait.

Dalam hal Saksi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota tidak

hadir dalam rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaan rapat
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Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat
Kabupaten/Kota tetap dilanjutkan.

Paragraf 2

Pembagian Tugas

Pasal 23
KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat membentuk kelompok
kerja Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
Pembagian tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur agar setiap anggota kelompok kerja
mendapatkan tugas sesuai dengan kedudukannya dalam

kelompok kerja.

Paragraf 3

Penyiapan Perlengkapan

Pasal 24

KPU/KIP Kabupaten/Kota menyiapkan perlengkapan

rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) paling
lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rapat

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. ruang rapat;

b. formulir berita acara dan sertifikat;

c. kotak suara tersegel yang Dberisi dokumen
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat
PPK;

d. 1 (satu) buah kotak suara kosong yang ditempel
stiker bertuliskan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara tingkat kabupaten/kota untuk menyimpan
berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur di tingkat kabupaten/kota; dan

e. perlengkapan lainnya.
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Pasal 25
KPU/KIP  Kabupaten/Kota menyiapkan ruang rapat
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dengan
mempertimbangkan:
a. kapasitas peserta rapat; dan
b. penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih

tersegel.

Pasal 26
Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2)
huruf b terdiri atas:

a. Model DB-KWK;

b. Model DB1-KWK;
c. Model DB2-KWK;
d. Model DB3-KWK;
e. Model DB4-KWK;
f. Model DB5-KWK;
g. Model DB6-KWK; dan
h. Model DB7-KWK.

Pasal 27
(1) Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 24 ayat (2) huruf e terdiri atas:

a. sampul kertas, sebanyak 1 (satu) buah;

b. sampul sebanyak 1 (satu) buah, untuk anak kunci
gembok kotak suara;

c. segel, sebanyak 4 (empat) lembar untuk Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur;

d. segel, sejumlah kotak suara Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara dari PPK;

e. spidol sebanyak 2 (dua) buah;

f. ballpoint sebanyak 4 (empat) buah;

g. lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;

h. alat tulis kantor, termasuk komputer dan LCD
projector apabila ada; dan

i.  daftar hadir peserta rapat.
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Sampul dan segel sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, huruf b, dan huruf ¢ hanya digunakan dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Segel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
digunakan untuk menyegel kotak suara Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara dari PPK.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Paragraf 1

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pasal 28
Ketua dan anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota membuka
rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan penjelasan
mengenai:
a. agenda rapat; dan
b. tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di

tingkat kabupaten/kota.

Pasal 29

KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara dengan langkah sebagai berikut:

a. menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26;

b. membuka kotak suara tersegel sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c;

c. mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari
kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf b;

d. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data
jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan
suara sah dan tidak sah dalam formulir Model DA1-

KWK;
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e. mencatat hasil rekapitulasi ke dalam formulir Model
DB1-KWK; dan
f.  membuat berita acara rekapitulasi di tingkat
kabupaten/kota dalam formulir Model DB-KWK.
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berurutan
dimulai dari PPK pertama sampai dengan PPK terakhir
dalam wilayah kerja daerah kabupaten/kota.
Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
dilaksanakan secara bersamaan dengan Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali
Kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota terlebih dahulu
melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 30
Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e
dan huruf f, ditandatangani oleh ketua, anggota KPU /KIP
Kabupaten/Kota, dan Saksi yang hadir.
Dalam hal Ketua dan anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota
dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani
formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), formulir
ditandatangani oleh anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota
dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
KPU/KIP Kabupaten/Kota menyerahkan salinan formulir
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
menggunakan tanda terima formulir Model DBS5-KWK
kepada:
a. Saksi; dan

b. Panwas Kabupaten/Kota.

Pasal 31
KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
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Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar
penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih.

KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan
dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di
tingkat Kabupaten/Kota dalam bentuk naskah asli
elektronik (softcopy) hasil scan kepada KPU pada hari
yang sama dengan penetapan keputusan hasil
rekapitulasi melalui Situng meliputi:

a. formulir Model DB-KWK;

b. formulir Model DB1-KWK; dan

c. Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang

penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Pasal 32

KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara yang tertuang dalam formulir
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) di papan
pengumuman dan/atau laman KPU/KIP Kabupaten/Kota
atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat
selama 7 (tujuh) hari.

KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan berita
acara rekapitulasi hasil penghitungan suara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e
dan huruf f dan Keputusan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 ayat (2) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh
dengan tembusan kepada KPU dalam bentuk naskah asli
(hardcopy) dengan mempertimbangkan jangka waktu
pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan di

Mahkamah Konstitusi.

www.peraturan.go.id



2018, No.143

(1)

(2)

(1)

(2)

-28-

Pasal 33

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota

dan Wakil Wali Kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib

menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan:

a. kotak suara yang formulir Model DA-KWK, Model
DAA-KWK, Model DAA.Plano-KWK, Model DA1-KWK,
Model DA2-KWK, Model DA1.Plano-KWK dan Model
DA7-KWK untuk seluruh kecamatan dalam keadaan
disegel; dan

b. seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara dari
seluruh TPS di wilayah kerjanya dan formulir dalam
keadaan disegel.

Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib segera:

a. menyerahkan kotak suara yang berisi formulir Model
DB-KWK, Model DB1-KWK, Model DB2-KWK, dan
Model DB7-KWK dalam keadaan disegel kepada KPU
Provinsi/KIP Aceh menggunakan formulir Model
DB4-KWK setelah melakukan rekapitulasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; dan

b. menyampaikan salinan dokumen Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten/Kota
dalam bentuk naskah asli elektronik (softcopy) hasil
scan kepada KPU pada hari yang sama dengan
penetapan keputusan hasil rekapitulasi melalui
Situng meliputi:

1. formulir Model DB-KWK; dan
2. formulir Model DB1-KWK.

Pasal 34
KPU Provinsi/KIP Aceh membuat berita acara
penerimaan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 ayat (2) dengan menggunakan formulir Model
DC3-KWK.
KPU Provinsi/KIP Aceh wajib menyimpan kotak suara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat yang

memadai dan dapat dijamin keamanannya.
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Paragraf 2

Penyelesaian Keberatan

Pasal 35
Saksi atau Panwas Kabupaten/Kota dapat mengajukan
keberatan  terhadap  prosedur dan/atau  selisih
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada KPU/KIP
Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwas
Kabupaten/Kota, @ KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib
menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam formulir
Model DA1-KWK dan/atau Model DA1.Plano-KWK.
Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwas
Kabupaten/Kota sebagaimana pada ayat (1) dapat
diterima, KPU/KIP Kabupaten/Kota seketika melakukan
pembetulan.
Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan
menuliskan angka yang benar dalam formulir Model
DA1-KWK dan dicatat sebagai kejadian khusus dalam
formulir DB2-KWK.
Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir
membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap pembetulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPU/KIP
Kabupaten/Kota meminta pendapat dan rekomendasi
Panwas Kabupaten/Kota yang hadir.
KPU/KIP  Kabupaten/Kota  wajib  menindaklanjuti
rekomendasi Panwas Kabupaten/Kota di wilayah
kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai

dengan jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
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Dalam hal rekomendasi Panwas Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan pada
akhir jadwal rekapitulasi, KPU/KIP Kabupaten/Kota
mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model
DB2-KWK untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara di tingkat provinsi.

KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mencatat seluruh
kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model
DB2-KWK.

KPU/KIP Kabupaten/Kota memberi kesempatan kepada
Saksi, Panwas Kabupaten/Kota, Pemantau Pemilihan
Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing untuk
mendokumentasikan hasil rekapitulasi.

Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10)

dapat berupa foto atau video.

BAB V

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DI TINGKAT PROVINSI

(1)

(2)

Bagian Kesatu

Persiapan

Paragraf 1

Penyusunan Jadwal Rapat

Pasal 36

KPU Provinsi/KIP Aceh melaksanakan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima
kotak suara tersegel dari KPU/KIP Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).

KPU Provinsi/KIP Aceh menyusun jadwal rapat
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan membagi jumlah daerah
kabupaten/kota dalam wilayah kerja KPU Provinsi/KIP
Aceh.
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Penyusunan jadwal rapat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dimaksudkan agar Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.

Pasal 37

Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh wajib menyampaikan surat

undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal

36 ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.

Rapat Rekapitulasi Hasil = Penghitungan Suara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:

a. Saksi;

b. Bawaslu Provinsi; dan

c. KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

harus dicantumkan ketentuan mengenai:

a. hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara;

b. tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara,;

c. jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara di KPU Provinsi/KIP Aceh;

d. masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan
Saksi paling banyak 4 (empat) orang dengan
ketentuan paling banyak 2 (dua) orang sebagai
peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara;

e. setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1
(satu) Pasangan Calon;

f. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat
mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon
atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat provinsi;
dan

g. peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat

undangan rapat.
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Dalam hal Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi tidak hadir
dalam rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaan rapat
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat
Provinsi tetap dilanjutkan.

Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat
dihadiri oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri,
Pemantau Pemilihan Asing, masyarakat dan instansi

terkait.

Paragraf 2

Pembagian Tugas

Pasal 38
KPU Provinsi/KIP Aceh dapat membentuk kelompok kerja
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
Pembagian tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur agar setiap anggota kelompok kerja
mendapatkan tugas sesuai dengan kedudukannya dalam

kelompok kerja.

Paragraf 3

Penyiapan Perlengkapan

Pasal 39
KPU Provinsi/KIP Aceh menyiapkan perlengkapan rapat
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) paling lambat 1 (satu)
hari sebelumnya.
Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. ruang rapat;
b. formulir berita acara dan sertifikat;
c. kotak suara tersegel yang Dberisi dokumen
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat
kabupaten/kota; dan

d. perlengkapan lainnya.
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Pasal 40
KPU Provinsi/KIP Aceh menyiapkan ruang rapat Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39 ayat (2) huruf a dengan mempertimbangkan

kapasitas peserta rapat.

Pasal 41
Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2)

huruf b terdiri atas:

a. Model DC-KWK;

b. Model DC1-KWK;
c. Model DC2-KWK;
d. Model DC3-KWK;
e. Model DC4-KWK;
f. Model DC5-KWK; dan

g.  Model DC6-KWK.

Pasal 42
Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
ayat (2) huruf d terdiri atas:
a. spidol sebanyak 1 (satu) buah;
b.  ballpoint sebanyak 2 (dua) buah;

lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;

e 0

alat tulis kantor, termasuk komputer dan LCD projector
apabila ada; dan

e. daftar hadir peserta rapat.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Paragraf 1

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pasal 43
(1) Ketua dan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh membuka
rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).
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Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh memberikan penjelasan
mengenai:

a. agenda rapat; dan

b. tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di

tingkat provinsi.

Pasal 44

KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara dengan langkah sebagai berikut:

a. menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41;

b. membuka kotak suara tersegel sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c;

c. mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari
kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf b;

d. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas
perolehan suara sah dan tidak sah dalam formulir
Model DB1-KWK;

e. mencatat hasil rekapitulasi ke dalam formulir Model
DC1-KWK; dan

f.  membuat berita acara rekapitulasi di tingkat
provinsi dalam formulir Model DC-KWK.

Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan secara berurutan dimulai dari daerah

kabupaten/kota pertama sampai dengan daerah

kabupaten/kota terakhir dalam wilayah kerja daerah

provinsi.

Pasal 45
Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf e
dan huruf f, ditandatangani oleh ketua, anggota KPU
Provinsi/KIP Aceh, dan Saksi yang hadir.
Dalam hal ketua dan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan
Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), formulir
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ditandatangani oleh anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan
Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.

KPU Provinsi/KIP Aceh menyerahkan salinan formulir
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
menggunakan tanda terima formulir Model DCS5-KWK
kepada:

a. Saksi; dan

b. Bawaslu Provinsi.

KPU  Provinsi/KIP Aceh  menyampaikan  salinan
Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh tentang Penetapan
Hasil Perolehan Suara dalam bentuk naskah asli
elektronik (softcopy) hasil kepada KPU pada hari yang

sama dengan penetapan keputusan hasil rekapitulasi.

Pasal 46
KPU Provinsi/KIP Aceh menetapkan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur.
Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
KPU Provinsi/KIP Aceh.
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar
penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur terpilih.
KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan salinan dokumen
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat
Provinsi dalam bentuk naskah asli elektronik (softcopy)
hasil scan kepada KPU pada hari yang sama dengan
penetapan keputusan hasil rekapitulasi melalui Situng
meliputi:
a. formulir Model DC-KWK;
b. formulir Model DC1-KWK; dan
c. Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh tentang Penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
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Pasal 47

KPU Provinsi/KIP Aceh mengumumkan Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara yang tertuang dalam formulir
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) di papan
pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi/KIP Aceh
atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat
selama 7 (tujuh) hari.

KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan salinan berita
acara rekapitulasi hasil penghitungan suara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf e
dan huruf f dan Keputusan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 46 ayat (2) kepada KPU dalam bentuk
naskah asli (hardcopy) dengan mempertimbangkan
jangka waktu pengajuan permohonan Perselisihan Hasil

Pemilihan di Mahkamah Konstitusi.

Paragraf 2

Penyelesaian Keberatan

Pasal 48

Saksi atau Bawaslu Provinsi dapat mengajukan
keberatan  terhadap  prosedur dan/atau  selisih
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada KPU
Provinsi/KIP Aceh apabila terdapat hal yang tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Bawaslu
Provinsi, KPU Provinsi/KIP Aceh wajib menjelaskan
prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara dengan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara dalam formulir Model DB1-KWK.
Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Bawaslu
Provinsi sebagaimana pada ayat (1) dapat diterima, KPU
Provinsi/KIP Aceh seketika melakukan pembetulan.
Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan

menuliskan angka yang benar dalam formulir Model
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DB1-KWK dan dicatat sebagai kejadian khusus dalam
formulir DC2-KWK.

Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Saksi yang hadir
membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap pembetulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPU Provinsi/KIP
Aceh meminta pendapat dan rekomendasi Bawaslu
Provinsi yang hadir.

KPU  Provinsi/KIP  Aceh  wajib  menindaklanjuti
rekomendasi Bawaslu Provinsi di wilayah kerjanya
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan
jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.

Dalam hal rekomendasi Bawaslu Provinsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) disampaikan pada akhir jadwal
rekapitulasi, KPU Provinsi/KIP Aceh mencatat sebagai
kejadian khusus pada formulir model DC2-KWK.

KPU Provinsi/KIP Aceh wajib mencatat seluruh kejadian
dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DC2-KWK.
KPU Provinsi/KIP Aceh memberi kesempatan kepada
Saksi, Bawaslu Provinsi dan Pemantau Pemilihan Dalam
Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing untuk
mendokumentasikan hasil rekapitulasi.

Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10)

dapat berupa foto atau video.

BAB VI

PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI

(1)

(2)

KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TERPILIH

Pasal 49
Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang
memperoleh suara terbanyak.
Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah
yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) Pasangan

Calon, Pasangan Calon terpilih dilakukan berdasarkan
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persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas

secara berjenjang.

Pasal 50
Dalam hal lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur
dan Wakil Gubernur memperoleh suara terbanyak
dengan jumlah yang sama, Pasangan Calon terpilih
ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara
yang lebih luas di tingkat kabupaten /kota.
Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan
berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas
di tingkat kecamatan.
Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat
kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih
sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan
persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat
desa atau sebutan lain/kelurahan.
Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat desa
atau sebutan lain/kelurahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) masih sama, Pasangan Calon terpilih
ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara

yang lebih luas di tingkat TPS.

Pasal 51

Dalam hal lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama,
Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan
persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat
kecamatan.

Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat
kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih
sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan
persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat

desa atau sebutan lain/kelurahan.
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Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat desa
atau sebutan lain/kelurahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) masih sama, Pasangan Calon terpilih
ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara

yang lebih luas di tingkat TPS.

Pasal 52

KPU Provinsi/KIP Aceh menetapkan Pasangan Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dalam rapat pleno
terbuka yang dihadiri oleh:
a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan
c. Bawaslu Provinsi.
Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan
Calon terpilih.
KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan Berita Acara
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari yang
sama kepada:
a. DPRD Provinsi/Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang

mengusulkan Pasangan Calon;
c. Pasangan Calon terpilih;
d. KPU; dan
e. Bawaslu Provinsi.
Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dalam Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh.
Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah Mahkamah
Konstitusi melakukan registrasi perkara perselisihan
hasil Pemilihan dalam buku registrasi perkara konstitusi.
Dalam hal terdapat pengajuan permohonan perselisihan
hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi, penetapan
Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah

salinan putusan Mahkamah Konstitusi diterima.
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(7) Dalam hal dilakukan Pemungutan atau Penghitungan
Suara ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi,
penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah hasil
Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang diputuskan

oleh Mahkamah Konstitusi.

Pasal 53
KPU Provinsi/KIP Aceh mengumumkan penetapan Pasangan
Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) di papan pengumuman dan
laman KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh melalui Situng atau
tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 3 (tiga)

hari

Pasal 54

(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali
Kota terpilih dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri
oleh:

a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota;

b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;

c. Panwas Kabupaten/Kota.

(2) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan
Calon terpilih.

(3) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan Berita Acara
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari yang
sama kepada:

a. DPRD Kabupaten/Kota atau Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten/Kota;

b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang
mengusulkan Pasangan Calon;

c. Pasangan Calon terpilih;

d. KPU; dan

e. Panwas Kabupaten/Kota.
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(4) Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan
KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah Mahkamah
Konstitusi melakukan registrasi perkara perselisihan
hasil Pemilihan dalam buku registrasi perkara konstitusi.

(6) Dalam hal terdapat pengajuan permohonan perselisihan
hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi, penetapan
Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah
salinan putusan Mahkamah Konstitusi diterima.

(7) Dalam hal dilakukan Pemungutan atau Penghitungan
Suara ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi,
penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah hasil
Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang diputuskan

oleh Mahkamah Konstitusi.

Pasal 55
KPU/KIP  Kabupaten/Kota  mengumumkan  penetapan
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan
Wakil Wali Kota terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal
54 ayat (4) di papan pengumuman dan laman KPU, KPU/KIP
Kabupaten/Kota melalui Situng atau tempat yang mudah

diakses oleh masyarakat selama 3 (tiga) hari.

BAB VII
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG

Pasal 56
(1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di
tingkat PPK, KPU /KIP Kabupaten/Kota, KPU
Provinsi/KIP Aceh dapat diulang, dalam hal terjadi

keadaan tertentu sebagai berikut:
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a. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan
secara tertutup;

b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan di
tempat yang kurang terang atau yang kurang
mendapat penerangan cahaya;

c. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan
dengan suara yang kurang jelas;

d. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dicatat
dengan tulisan yang kurang jelas;

e. Saksi, Pengawas Pemilihan dan warga masyarakat
tidak dapat menyaksikan proses Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara secara jelas;

f.  kerusuhan yang mengakibatkan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara tidak dapat dilanjutkan;
dan/atau

g. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan di
luar tempat atau waktu yang telah ditentukan.

Selain keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara diulang

berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara berlaku mutatis mutandis untuk Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara wulang pasca putusan

Mahkamah Konstitusi.

Pasal 57

Dalam hal terjadi keadaan tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), Saksi atau Panwas
Kecamatan, Panwas Kabupaten/Kota, atau Bawaslu
Provinsi dapat mengusulkan untuk dilaksanakan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang di PPK,
KPU/KIP Kabupaten/Kota, atau KPU Provinsi/KIP Aceh
yang bersangkutan.

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara  ulang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan

dan selesai pada tanggal pelaksanaan rekapitulasi.
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Pasal 58
Dalam hal terjadi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
ulang yang disebabkan oleh kerusuhan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf f, rekapitulasi
dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari
Pemungutan Suara berdasarkan Keputusan PPK atau

KPU/KIP Kabupaten/Kota atau KPU Provinsi/KIP Aceh.

Pasal 59

(1) Apabila dalam  pelaksanaan  Rekapitulasi  Hasil
Penghitungan Suara ulang tingkat kecamatan, Saksi
dan/atau Panwas Kecamatan menyampaikan keberatan
atas perbedaan jumlah suara pada formulir Model C-
KWK dan formulir Model C1-KWK yang diterima PPK, PPK
melakukan pengecekan formulir Model C1.Plano-KWK,
Model C-KWK dan/atau Model C1-KWK.

(2) Apabila berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terbukti terdapat kekeliruan, PPK
melakukan pembetulan data pada dokumen rekapitulasi
tingkat kecamatan dan mencatat pada formulir Model

DA2-KWK.

Pasal 60

(1) Apabila dalam  pelaksanaan  Rekapitulasi  Hasil
Penghitungan Suara ulang tingkat kabupaten/kota,
Saksi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota menyampaikan
keberatan atas perbedaan jumlah suara pada formulir
Model DA1-KWK yang diterima KPU/KIP
Kabupaten/Kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan
pengecekan formulir Model DA1.Plano-KWK dan/atau
Model DA1-KWK.

(2) Apabila berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terbukti terdapat kekeliruan,
KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data
pada dokumen rekapitulasi tingkat kecamatan dan

mencatat pada formulir Model DB2-KWK.
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Pasal 61

Apabila dalam = pelaksanaan  Rekapitulasi  Hasil
Penghitungan Suara ulang tingkat provinsi, Saksi
dan/atau Bawaslu Provinsi menyampaikan keberatan
atas perbedaan jumlah suara pada formulir Model DB1-
KWK yang diterima KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU
Provinsi/KIP Aceh melakukan pengecekan formulir Model
DB1-KWK.

Apabila berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terbukti terdapat kekeliruan,
KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan pembetulan data pada
dokumen rekapitulasi tingkat kecamatan dan mencatat

pada formulir Model DC2-KWK.

BAB VIII

PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

CALON TERPILIH

Pasal 62
KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan berita acara dan
Keputusan tentang penetapan Pasangan Calon Gubernur
dan  Wakil Gubernur  terpilih  kepada  DPRD
Provinsi/Dewan Perwakilan Provinsi Aceh.
Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan 1 (satu) hari setelah Pasangan Calon Gubernur
dan Wakil Gubernur terpilih ditetapkan.
KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara
dan Keputusan tentang penetapan Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali
Kota terpilih kepada DPRD Kabupaten/Kota atau Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.
Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan 1 (satu) hari setelah Pasangan Calon Bupati
dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
terpilih ditetapkan.
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Pasal 63
Dalam hal terdapat Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati,
Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota terpilih yang
ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi,
dalam pengusulan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 62, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan kepada

Menteri atau Gubernur.

Pasal 64

(1) Dalam hal sejak penetapan Pasangan Calon terpilih
sampai dengan pengusulan pelantikan, salah satu Calon
terpilih meninggal dunia, berhalangan tetap,
mengundurkan diri, atau ditetapkan sebagai tersangka,
KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
mengusulkan pengesahan dan pelantikan terhadap calon
yang memenuhi syarat dengan melampirkan bukti
keterangan pada saat pengusulan Pasangan Calon,
meskipun tidak berpasangan.

(2) Dalam hal sejak penetapan Pasangan Calon terpilih
sampai dengan pengusulan pelantikan, salah satu Calon
terpilih ditetapkan sebagai terdakwa atau terpidana, KPU
Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
mengusulkan pengesahan dan pelantikan terhadap
Pasangan Calon dengan melampirkan bukti keterangan
bahwa salah satu calon terpilih telah ditetapkan sebagai
tersangka atau terpidana pada saat pengusulan

Pasangan Calon.

BAB IX
PEDOMAN TEKNIS

Pasal 65
(1) KPU Provinsi/KIP Aceh menetapkan Keputusan KPU
Provinsi/KIP Aceh tentang pedoman teknis Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil
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Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan
berpedoman pada Peraturan Komisi ini.

KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan
KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan
Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota
dan Wakil Wali Kota dengan berpedoman pada Peraturan

Komisi ini.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 66

Dalam hal di suatu daerah terjadi kerusuhan atau
gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan
lainnya yang mengakibatkan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan pada
wilayah kerja PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat
memerintahkan PPK untuk melaksanakan rekapitulasi di
ibukota kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan rekapitulasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), PPK meminta persetujuan
Panwas Kecamatan dan Saksi untuk menggunakan
salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK yang
diserahkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan
disandingkan salinan formulir Model C1-KWK milik
Saksi.

Pasal 67

KPU Provinsi/KIP Aceh dapat bekerja sama dengan
Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam
pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di
PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi/KIP
Aceh dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur.

KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan

Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam
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pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di
PPK dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam
penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

(3) KPU Provinsi/KIP Aceh dapat bekerja sama dengan
Pemerintah Provinsi dalam penyediaan fasilitas untuk
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat
provinsi.

(4) KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan
Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyediaan fasilitas
untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada
tingkat kabupaten/kota.

(5) PPK dapat bekerja sama dengan Kecamatan dalam
penyediaan fasilitas untuk Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara pada tingkat PPK.

Pasal 68
Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara ulang Pemilihan masa kerja PPS dan PPK telah
berakhir, KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan kembali PPS
dan PPK.

Pasal 69
Dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Pemilihan, PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota dan KPU
Provinsi/KIP Aceh dapat menggunakan aplikasi Situng.

Pasal 70
Perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali
Kota diselesaikan sesuai dengan peraturan perundangan-

undangan.
Pasal 71

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

dapat membuka kotak suara untuk mengambil formulir
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yang digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian

hasil Pemilihan.

(2) Pembukaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibuka dengan ketentuan:

a. berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi, Panwas
Kabupaten/Kota dan Kepolisian setempat dalam
pelaksanaan pembukaan kotak suara;

b. mengeluarkan formulir yang digunakan sebagai alat
bukti di persidangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a;

c. menggandakan formulir yang digunakan sebagai alat
bukti di persidangan;

d. memasukkan kembali formulir asli yang telah selesai
digandakan ke dalam  kotak suara dan
dikunci/digembok seperti semula;

e. melegalisasi fotokopi dokumen  sebagaimana
dimaksud dalam huruf b di kantor pos; dan

f. membuat berita acara pembukaaan kotak suara
yang ditandatangani oleh ketua KPU Provinsi/KIP
Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Bawaslu

Provinsi atau Panwas Kabupaten /Kota.

Pasal 72
Pelanggaran  terhadap  ketentuan = Rekapitulasi  Hasil
Penghitungan Suara di PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan
KPU Provinsi/KIP Aceh dikenakan sanksi pidana sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pemilihan.

Pasal 73
Ketentuan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
dan penetapan hasil Pemilihan dalam Pemilihan dengan 1
(satu) Pasangan Calon berpedoman pada Peraturan Komisi
tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
dengan Satu Pasangan Calon, kecuali ditentukan lain dalam

Peraturan Komisi ini.
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Pasal 74
KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
menetapkan Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan dengan
1 (satu) Pasangan Calon, apabila memperoleh lebih dari 50%
(lima puluh persen) suara sah pada kolom yang memuat foto

dan nama Pasangan Calon.

Pasal 75
Apabila perolehan suara sah memberikan pilihan untuk
Pasangan Calon kurang dari atau sama dengan 50% (lima
puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, KPU
Provinsi/KIP  Aceh atau KPU/KIP Kabupaten /Kota
menetapkan penyelenggaraan Pemilihan kembali pada

Pemilihan serentak periode berikutnya.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 76

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku:

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun
2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan
Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 722); dan

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan
Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1391), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 77
Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan

Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita

Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 22 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA
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MODEL
DB-KWK

BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR /

BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN .........
Rada Bari M .. wcwsinsasas s TEANGPAL ... . wre ore ure sbe e swan BEIAD  coasamvamvamvmiim an tahun
, KPU Kabupaten/Kota *) ......cccvemmiemimmmmsnmines v melaksanakan rapat pleno

1ekap1tulam penghltungan suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur / Bupati Dan Wakil
Bupati / Walikota Dan Wakil Walikota *) Dertempart di . .......c.veieeiveniveinnvermensermsrmsrss o

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati
dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta
diawasi olelh Bawaslu Kabupaten/Kota*) ..., untuk melaksanakan
rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil
Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *).

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, dilakukan penjumlahan data dari seluruh
kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota*) dalam formulir Model DA1-KWIK, serta dituangkan
dalam formulitr Model DB 1-KWK.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam ....... e ) rangkap yang masing-masing rangkap
ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota *) serta Saksi dari Pasangan Calon
yvang hadir,

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap didalam kotak untuk KPU Provinsi;

2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten/Kota*);

. (s s imes smve e s s ) rangkap untuk Saksi Pasangan Calon;
4. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota*).

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

No. Nama Jahatan Tanda Tangan
1. Ketua
l siommsmaarsaamaa 3
2. Anggota
Ree s
3: Anggota 3
4. Anggota
i $e:
& SRt S RS 4

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

.. 2.
Nama Balksi? ... .o svveni coney raven g Nama Baksh .o seys s ow sovmoesa g

Catatarn :
*) Coret yang tidak perhu

www.peraturan.go.id



2018, No.143 5o

i) Rt crsdin Mista) A3 -KFK

’t HASI AN SUARA DARL SETIAP KECAMATAN D1 TINGKAT KABUF ATEN/KOTA MODEL DELKIWK
A N : DAN WAKIL ) PABUN ..o Hatamas 1

PROVINSI '
O | URAIAN 1
& | OATA PEMILI DAN PENGOUNAAN HAK FILIH g e AR | NN | RS | ot
2 i T = I w7 F 0 5 | 5 =T TN | % 1 F- A TS N ( VSN I, 2 | S | . | it}

L. Femilits Datasn DPT 3

2. Reml: ditorn DERY ket A9-KWH)

s

Surat e 4. TRKVIK]
A chuerdah Sermeils 142431

A2 | FRNDOUIIA HAK P
| Pengguma bk il dataen FT

2 Rengguna b pum daises DPPY

Elz;'-j!w!ik el g!a;&luéxsazas -

¥ Prngeond
OPTo/ parigyin TP 43/
Surs Reerangan:
4 Juzin Hak Py
#4343
o, URALER
& |oaTa
T T ¥
3
1 3
i
. iE
g
? |ensptinanisal pin H
|
[ I
[+ (e swesi) |3 |fiawn wkal)
[Fanaxizngan (Tanaxtangzs)
PROVINSI '
no. URALAN
A | DATATEMILIN OANPENGGUNAAN HAKPILIH | A8 l I | | [ | ] I l " l
=E, E3 | o s T e o s e Vi s el e T (i T i B e e i Vs o i s g s et Y
e}
3
1 Péaiy DA DT Madel A5-FWK) yi2
e
% Bonilts dotom DR 1idodel ad-KWE| 73
IuL
18
3 P, dntany, DPR KT,
S hdsaets ) g
fR
4 durotal Prniity |12+ 3
[T
.3 | PRNGGONA NAR -
1 Tameguca ha el dasaca DT i3
ML
Tk
% Pl bk pille dasms DE i
L
3 Pagguin ha pils b ik
DR porgaeion KTPrel] IR
4 Uumian selceuy penggurs Hax Piin "“;
1was) 5 i
o, ORALKN
B, |[DATA e KECRRTAN | RECRMGH | ROCANATAN | s
T z 3 T E = 3 13
ik
| | P fienb it Pocgansang e PR
ML
Peni L
| nenggussian bk, i o
[ ]
L I ]
L. W st
[iznsatangao| {Tandazangany
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PROVINS]
NO. URAIAN [
a. | DATATEMILIN DAN PENGGONAAN HAK PILGH | s
T T =
i
3
1 P, DalaTiPT hladel A3-EWK) PR
ML
iR
2 Temuliy dartacs DPR [Adaudet A<-40L) ¥
3
3 Ponlh dndorr, o8
Sures Keterangan Wodes & To-KWI =
15
4 Jgmlaly Pamie, | Jo2-8| PR
ML
FER(SC0 A HAR PLIE
T3
1 Pergguisafiak pilts tubsimDPT PR,
ML
'
2 Terggunanar puile daks DPR [
JWL
5 uin ok piih Lakarm Lic
PR/ pergyuns KTP-olf T
Kouer [t
Ll
4 Jumiat) sl pengguna Hak Pt Y
b33 ~TE
L
| [Pt ctssoitas penyunaang caca 3
ML
5 [Pt i 13
menmgunakar hak pllth =
[ WS TARDA TARGAN 1070 KATOTATERKOTA. 1
I | k I. 13 |
1 [Raenn yolesi) % |Mactn enicaj]
Miinda rasgan| fTandaaamgand
MOOEL 0B 1K,
Hataman 2
PROVINSI '
NO. URAIAN e
o ‘DATA PENGOUNAAN SURAT SUARA ECAWATAR | ROARTAN | REZRWTAN RECAWRTAN | RECARGAR, | FOACAMNE | RECARRTRR RECRWRTAN | RECARNTAR FHEAATAN | KEARATAN | St
z e o i = rry s 1 s 2 T p
| [ el sueat e yhng ARericts teamar
e 4
2 (Juagah stret snara A alkan olah pengily
carena. oirq 2ovioe
3 yurg 1Ak digy
FiEn Pural susr s ad: n
4 [dmmdah wn s ymig digunatan
. TRALAN
. LA
r/ | CALON.
T T u
i NAMA PARANGAN CALON
i NAMA PASARCAN CALON
B | JUMLAT SELUNUH SUARA SAH
F. |JUMLAH SUARA TIDAK SAH
TIDAK
O |smiE-n

E
L I

- s cakest]

[Tiints tangin)

[Taiida mrgan]
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PROVINSI

ORAIAN

DATA PENGOUNAAN SURAT SUARA

i0E

z
Y, AU A et YT AT et e
- 4

7. | Jtah vt snara Akceod alian ol peniily

arena: oliru esbioe:
1Sk

.
sie eurs susrxdangan

34 [drmdah wreet wmoes yong digunatian

RINCIAN PEROLEHAN SUARA
PASANGAN CALON
SELNUB CAIBN

[ NAMA PARANGAN TRLON

3 NAUS PASANCAN SALON

B | JUMLAT SELURUH SUARA SAR

F. | TUMLAM SUARA TIDAK SAH

SAHIE + F]

NANA] TANDA TANGAN 1PU RABUPATEN/IOTA

[ T

1. [Wacan zaicei]

T

2 (Wucn soess)

[ e—

TTandarangant

PROVINSI

TRAIAN

DATA PENGOUNAAN SURAT SUARA

WOCARTAN,

i

z
| [P A v v Averiia teemars
e 4

7. | Jmtah v snara Akceod allan ol peniily
arena: ranau ol esvise.
1Sk

.
sie eurs susrxdangan

3 [dmmdah wreet wmoes yung digunatian

T T

i
il
%

i

L NAMA BASANTAN CALON

2 RAt PASANGAN CALON

B. | JUMLAH SELURDH SUARA SA

. |JUMLAH SUARA TIDAK SAH

P SUARA SAH DAN SUARA TIDAK
SAl K - ¥i

L 2

[

[Tinas tangas]

[Tisaa vangan)
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MODEL
DBE2-KWK

CATATAN KEJADIAN KHUSUS
DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM PELAKSANAAN
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DI TINGKAT KABUPATEN /KOTA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR / BUPATI DAN WAKIL BUPATI /
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN ...ccoeueen

Kabupaten /Kote *)

Provinsi

Kejadian khusus dan /atau peruyataen keberatan oleh saksi sebagai berikut ##) :

YANG MENGAJUKAN KEBERATAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
< 5 KABUPATEN /KOTA*).cocviirivvniiiens
SAKSL EHTLIA

%) Coret yang tidak Perlu

Keterangan :

1, Apabila terdapat Kejadian Khusus, dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten /Kota,

2, Apabila terdapat pernyataan Keberatan Saksi, dicatat oleh Saksi dan ditandatangani bersama oleh Saksi
dan Ketua KPU Kabupaten /Kota pada saat dilakukan rekapitulasi di tingkat Kabupaten /Kota;

3, Apabila tidak terdapat Kejadian Khusus dan/atau pernyataen Keberatan Saksi, wajib dicatat dengan
kalimat ‘NIHIL.dan ditendatangani oleh Ketua Kabupaten/Kota,
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MODEL
DB3-KWK

BERITA ACARA
PENERIMAAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DARI KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR / BUPATI DAN WAKIL
BUPATI / WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN ....ceccse .

Pada hari ini .oeceeee . tanggal o . bulan . o vae v gy DRLHNIT: o s3a o
KPU Kabupaten/Kota menerima alat kelengkapaj: I‘PS dan dokumen Rekapitulasi Hasﬂ
Penghitungan Sunara dari :

Kecamatan e e e e e e e e e e e e
Kabupaten/Kota *) G N AT A R VA VS VAR ST N S A VRT SRR § RS
Provinsi D s v T PRI ST SIS ST SIS AT SIS ST SN ARSI ST
yaitu berupa :

Dokumen hasil rekapitulasi penghitungan suara terdiri dari :

1 | Kotak Suara Hasil Rekapitulasi penghitungan Suara, meliputi*#);

O Model_ DA-KWK O Model DAA-KWK 0 Model DAA. Plano-KWK
] Model DA1-KWEK 0 Model DA 1, Plano-KWK [ Madel DA2-KWK
0 Model DA7-KWK

2 | Kotak Suara hasil Penghitungan Suara di TPS, meliputi:

a. Model C-KWK berhologram c. Model C1.Plano-KWIK berhologran
b. Model C1-KWK berhologram d. Model C2-KWK

Dihimpun per-desa (kelurahan)

3 | Kotak Suara berisi data Pemilih dan Daftar Hadir TPS, meliputit

a, Salinan DPT (Model A3-KWK) ¢, DPPh (Model A4-KWK)

b. DPTh (Model A.Th) d. Daftar hadir (Model C7-KWK)
Dihimpun per-desa (kelurahan)

4 | Kotak Suara berisi surat suara dan alat kelengkapan TPS, meliputi**):

a. Surat suara semua TPS
h.. Formulir di tingkat TPS

Dokumen sebagaimana tersebut berada di dalam kotak suara yang tersegel.

Yang Menyerahkan Yang Menerima

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KPU KABUPATEN KOTA

(KECAMATAN ..cciviirmmansarsniniers ) (KABUPATEN JRKOTA #)uiiiirvesssossasaesevanss )
Cap
KPU

Kab/Kota
(NAMA LENGKAP) (NAMA LENGKAP]
Catatan .

¥ Coret yang tidak perlu
#*| Contreng padla kotak yang disediakan ()
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MODEL
DB4-KWK
SURAT PENGANTAR
Peﬁhal : Peﬂyampajall Beﬁta Acara AN RS PR R e ee seE PR Ay e ey FER AR ANy SRS e e ey FeE b s ey baee ey

Hasil Rekapitulasi Penghitungan
Suara di Tingkat Kabupaten/Kota.

Yth, Ketua KPU Piovinsi/KIP Aceh?)

Bersama ini disampaikan dekumen rekapitulasi penghitungan suara oleli KPU/KIP Kabupaten/Kota

eliz

Kabupaten/Kota *)

Provinsi

Dekumen dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabu paten/Kota, terdiri cari ;

1 | Model DB-KWIC

Maodlel DB1-KWIC
Modlel DB2- KWK
Moidel DB3-KWIK
Maodel DBS-KWIK
Muodel DB6-KWK
Moclel DB7-KWK

O |l | Col b

Dokumen tersebut pada Angka 1 sampai dengan angka 6 berada di dalam sampul yang disegel dan
dimasukkan kedalam kotak suara yang dikuneidan disegel.

VOB e N e e e e

YANG MENYERAHKAN, YANG MENERIMA,
KPU RABUPATEN/KOTA KPU PROVINSI
(KABUPATEN/KOTA %) 1ovvivinees vevmmimnees sonminnn )

(NAMA LENGKAP)

(NAMA LENGKAP)

*) Coret yang tidak perlu
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TANDA TERIMA

MODEL
DB5-KWK

PENYAMPATAN SALINAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI

HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR / BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALIKOTA DAN WAKIL

WALIKOTA #) TAHUN ..ccoveannes

KABUPATEN/ KOTA*)
PROVINSI
No Nama Sakal Pm?li l::eclsl;noian mwasla Tanda tangan
x (A | . Nama Pasangan: Calon Loron , ,
B, | s v e i Nama Pasangan Calon D s viwasmin o
B || s s m s Bawaslu Kabupaten/Kota Bl viwwamn sorso i v

*¥) Coret yang tidak perlu

Yang Menyerahkan
Ketua KPU Kabupaten/Kota

(Nama Lengkap)
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KPU KABUPATEN/KOTA MODEL
DB6-KWK

KABUPATEN /KOTA. .ccveresnes FE——— ¢ R AT RRA ——
PROVINSI e ’ 3
) 5 PR, Telp. recsnerere

Perihal : Undangan Rapat Rekapitilasi
Hasil Penghitungan Suara
Di Tingkat Kabupaten/Kota.

Yth. 1. Ketua PPK
Di Wilayah Kabupaten/Kota*)

2. Saksi Pasangan Calon ...........c.coe
3. Bawaslu Kabupaten/Kota®)

KPU Kabupaten/Kota *) ...coooeivvinin mengundang untuk hadir pada rapat pleno
rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur / Bupati dan
Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota *) di tingkat Kabupaten/Kota yang
dilaksanakan pada:

Hari T o s v vt v v Ko1s 40
Tanggal

Pukul

Tempat/Alamat

Dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Setiap Saksi Pasangan Calon hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan
Calon.

b. Saksi yang hadir wajib membawa dan menyerahkan wundangan rapat serta surat
mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye tingkat
kabupaten/kota kepada KPU Kabupaten/Kota.

¢ Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 4 (empat) orang dengan
ketentuan paling banyak 2 (dua) orang sebagai peserta Rapat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara.

Sey e

KOMIS! PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JKOTA*)oiiisisniismmiizsn i
KETUA

(Nama Lengkap)
*| Coret yang tidak perlu
Tembusan :
Ketua KPU Provifsi o e v vewuuses s sessnnees s s v
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DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT REKAPITULASI

-60-

MODEL
DB7-KWK

PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN .......

Kabupaten/Kota

Provinsi

........................

No

Nama

INSTANSI/LEMBAGA
/ORGANISASI

TANDA TANGAN

TandaTangan
Ketua KPU PROVINSI
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) TAHON ...

Wt e Mo 03 5 s e
TANGGAL/BULAR/TANUN
KAIUPATEN/KOTA®)
PROVINSE
KeTERANGAN AN
INCLAN PENCENBALAN PORMULIR G| OFSWED. | DESA/bEL s/, | vesa/xen | owsax. | o/, | b/ | Dmsa/ves | peswkn | usiL sy, | o, | ean
3 = S = ¥ @ " —m——]
MENNGGAL DONIA
PO ALVAT
TIOAKDIKENAL
TIONK OAPAT DITENST
e
UMLAM RINCIAN PERDFSA DELLRAHAN
"NAMA/TANDA TANGAN KFU KABUPATEN/KOTA
=
PROVINS felamen
KETERANGAR anaan
VAN PEGERALAN FORNULIR G| PR | DEsa/nEL [T Py Py P ey ey e pv— s e | OMLAR
s X X = o S i
MENGGAL DINIA
PO ALDAT
TIOAKDEAL
1OAKDAPAT DITENUL
e
UNLAH RINCIAN PER.DESA PELURAHAN
'NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA
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TIAKDAPAT DITEMUI

NASLA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA

P
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MODEL
DC-KWK

BERITA ACARA
REEKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
TAHUN .c.ovevecsen

Fda BEd M cossssesanones . oacnassaeeues 51037 ¢ o R BT talun
steepsoessa swe sve sxe sxa sxe sy IKPW PPOVIBST ¢ o0 s s sw sw swd we sas sav s .. melaksanakan rapat pleno rekapitulasi
penghitungan suara  Pemilihan  Gubernur Dan  Wakil Gubernur  bertempat  di

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur disaksikan
oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Bawashu Provinsi ..........coccceoccme oo
untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur.

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, dilakukan penjumlahan data dari seluruh
Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi dalam formulir Moedel DB1-KWK, serta dituangkan dalam
formulir Model DC1-KWK.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalani ....... (— ) rangkap yang masing-masing rangkap
ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi serta Saksi dari Pasangan Calon yang hadir.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi;

Fe e [ sieinssoscansea. s i ) rangkap untuk Saksi Pasangan Calon;
3. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi.

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

No. Nama Jabatan Tanda Tangan
1. Ketua
| L

2. Anggota g
3. Anggot

ki 2
4, Anggota i
8. Anggota Y e

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

T. 2.
IR BVERISIE . v omo ol gos ne e omaite piiaslv s Natimta SAREE ooy vos a vis sweice smoss tos o

Catatan :
* Coret yang tidak perlu.
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SERTIFIKAT REKAPITULAS] HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINS]
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN ..
it her dautoun farmmlle Model TBLAHAL

PROVINSI :
w5 URATAR T TR
‘_I DATA FRMILTH DAN FENGGUNARY AN PILIR | WAO/WOTA | KADTWOTR | RAUTROTA | RAB/KOTA | KARJKOTA | RABTKOTE | AB/WOTA | KAWINOTA | KADTROT | KAB/RGTA | KAB/KOTA | KARTKOTA | RATROTA [ WASTOTA | RARTKOTA | wmae
= T = 1T «~ T 5 T e T 7 T & T 5 T w T w T e T ' T & T = T 3w T & T w T =
1 [DATA PERITLIE
Iy
+ Paeniills Dotaem T (hacelet AS-£WE] 3
JML
L
2 Pitie s DPPR (Mee) A XWE| W
AL
3 Bl dalem DPTY /TR —
Surw Keteasngun {Mode) A TB-£1WK)
TRC
[¥3
[+ imiat P 2+293] =
T
FER G0N AAE LR
=
L Peggie hak pillh Al DPT 3
InC
T
3 Torsgans ok paits dalam DFF 3
TN
5 Fonagans Bk pih datam ik
DPTE [panguna K9P-31/ "
Siurm: Koteranigen InC
4 Suaiab estori pemegon Hok Bk =
1e24) =
ML
no. URAIAN i
EABIROTA | KAB/KOTA | KAR/KOTA | KAB/KOTA | KAB[KOTA WABKOTA | KAB/KOTA | KAB/KOTA | KABIKOTA | KAB/ROTA | KAB/KOTA | KAB/KOTA | RAB[ROTA | KAB/KOTA | umman
i o oy pey pae G ey s s s oy e | AXUIR/EDAAN
T = z = = = T 7y = = = i = v it =
t |Femli dizabiliras/a sayendang cacar 3
INL
it P——
Ll et v =
- - TNC
1 ]
[ [ |
1 i, siesil
L p— Tards cangani
MODEL DO KK
Halaman 1
PROVINSE : _
No. URALAN mcian
2| R SR i . |mrm‘|’AImlmTA|mlm‘|KMIKUI‘A|KAI]Im’rA|KAI(KD1‘AIHANKDTAIKAIIKMA|KAIIKUH|mll‘m‘|ul(l§0ﬂ|mlkml|mﬁm‘u mmm"mu}'um:nﬁnn
T T =X ety st
Y G
X3
1 Pomulth Balnm DPT (hdodet A3 KWE| G
JML
%3
2 Pl dnlem DEPh Rfodtal A2 KWE] 2
AL
9 Pemiih datam DS,/ KTEel/
Sural Keteeangan (Viadel A TH HWE)
§ Jumlsh Peimilin { /4243
PENGGUNA A P
L Plesggunia tiak pill dalaom DPT
2 Prgguns bak prilh dalam DFPR
T Trgsune Bak il Saam
DTy penssuns KTF-,
Surat Keterangan
4 Jusakah seduruh penggues Hak Filih
(142+3)
3 URAIAN
5. |PATA PEVILTA DISABILITAS/PERVARDANG LA | KAB/HOTA | €AB/KOTA | KAB/EGTA | AR {KOTA | KABJKOTA | KAH/KOTA WAL KOTA | AR/ KOTA | KAB/KOTA | KAB/KOTA | GAl/ROTA | KAB/KOTA | ovess
lcacaT PODAHNY - g ey s i i e | AKMIR/VINDASIAN
T T T T T = z T = g 5" = = =
53
1 |Pemitin 2 i3
THL
= e
o ) ML
[ TAMIA/TARDA REUPRS |
t S S ; |
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON
[ 2 e sakl]
(Pands tangen (Pandn tangary
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PROVINSE :
wo. | URALAK =iy
A | DATA PEMRLIN DA PENGGUNAN HAK PR | B [WARTKOTA | KABTHO T | KABTROTA | RABIVGTH | GRBTWOTE | ARTROTE | RARTROTA | KARTEOT | KARTKOTA | KABTHOTA | RABTROTA | RABTROTH | KABTROTR [RARTROT | onman
1 3 I = = 1 3 1 ] 1 3 1 ] 1 = 1 Aw 1 I 1 7] 1 1 L | 5 1 o 1 1 i 1 i3
.1 |[DATA SEWTLIE
=
L Pemlih Galam DFY (bedes 3 $RWE] =
T
1%
2 Pemiif dslam TIFPh Model A%IUK] =3
ML
§ Pemulth dalam DPT/KTP-el/ =
Sural Katesangsn (Mode! 4 ThEWK) J’;"[
1k
4 Juratah Pelity| 102451 i
N
% | NGO O PR
=
| Persggui bk pilih dalaon DPT =
L
Tx
2 rrggune bai pilly dalam OPPIL P
JHL
T P R i A 3
DPTO/ penggania KTl R
Surel Kererangan T
4 undah seburah o Hale Billh —
i P
(1293 -
T8
NO. URALAN i
DATA PEVILIH Jueaz | KAB/KGTA | KABJROTA | KABJKOTA | HAD/KOTA | RADJKOTA | RAB/ROTA | KAB/KOTA | KABJKOTA | KAU/ROTA | KAB/KOTA | KAG/KOTA RAUTHOTA | RABIKOTE | ot
|CACAT TiRoAN AN ao o sas s s i duns e - X
x T 3 rs F i T . % 503
1 [Pemilih dianbilline penyandng e
o |Pemtim amasivne cacat yang
[ T NS 1
~ | : : [ |
T
L (Mama vakel) 2. Nams naksi]
(Pands tangan) (Tensa tangsty

MODEL DC1KWK |
Halacsn 2
PROVINS! :

URALAN wcAn
DATA PENGOUNAAN SURAT SUARA KABIROTA | RABIROTA [ RABIRKOTA | KAB/KOTA | KA/WOTA | RABJROTA | KABJROTA | KABIROTA | RABIROTA | RAB/KOTA | KARIKOTA | KABIROTA | KAB/KOTA | RABTROTA | RABJROTA | s
T s 3 3 E 3 F 3 I m 7S =i is s TS i 15
Tumlah sural suara yans diterima termas i
* |adangen 2.5% 24304
~[Frannlals surat susra dikeballan oWk peonEl Tarens
? | rusale danstan ke eobloa
~[Tmint: surst suar ywng 15k Agrakan temk
*_|oisngural sars codagan
4 | dunin: sures avsnra yong iggmas
No. URALAN smcian
2 RINCIAN PERGLEHAN SUARA KAB/ROTE | KAB[KOTA | KASIKOTA | KAD/KOTA | KAEJKOTA | KABJROTA | KABJKOTA | EARTKOTA | KAB/KOTA | KABJKOTA | KABKOTA | KABJKOTA | KAB/ROTA | KARIROTA | KAG/KOTA oot
= PASANGAN CALOR . o i g m s presh o o e oa . v | AKIIR/PIRDANAN
I £l 3 ) =z Y 2 = = I Ty = = T U =
3 HAKA PASARVIAN CALON
2 HARA PASARYIAN CALON
E. [JUMLAH SELURUH SUARA SAH
. [JUMLAH SUARA TIDAK SAK
‘o, |JUMLAR SELURUR SUARA SAH DAN SUARA
" |TiDAK sAH @ +F)

. (hioume salei)

{Tanda tangary fTanda tangary
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m
Haluman 2
PROVINS! :

o, URALAN RINCIAN
WABIRKOTA | RAB{KOTA | KAB/KOTA | KAB/WOTA | RABJKOTA | KABJROTA | KABIKOTA | RABJROTA | KABIKOTA | KABIKOTA | KABJHOTA | KAB/KOTA | RABTROTA | RABJROTA oA

o DATA SURAT SUARA

TN
FINDANAN
z Iy = I3 3 E] A ar 573 V2 1e 15 i T 15

Jumlah suraf uara yang diterima termasl:

fangan 2,5% (348+4)

Suamlal sural suara dikemballkan okl petmih karena
rusal; dany st kediry cobloa

Tumiah surat suar yang N3k GigUnAKan termasuk
siga Fural guars cadangan

4 | Jamingy suras aunra yang digyma

No. URAIAR wancian

RINCIAN PEROLEFIAN SUARA aonwan | KAB/KOTA [ wammoTa | was/oTa [cankora [ kas/kota [kan/mota [ Kasmora [ wasmora [ kan/kora [was/wota | wasikora [xamxora [ wanmota [ aewors A
PASAKGAN CALON PINDATLAN s sime wita nr 5 s swinh ot oo, o, e | AKIIR/PINDAUAN
£ T 3 3 3 3 = 3 s 5T T3 Y = =

=

1 HANA PASANCIAN CALOD

2 MAMA PASARIAN CALON

E. [JUMLAH SELURUH SUARA SAH

F. [JUMLAH SUARA TIDAK SAK
o, |TUMUAR SELURUR SUARA SAH DAN SUARA
" |TIDAK SAH @ +F)

L. (1t wales) 2. iama estesi]

[Panms rangan) (Pandstangsn)

MODEL DCL-KW |
Hulaman 2

PROVINS! :

URALAN wcIAn
DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA WABIROTA | KABIROTA | RABKOTA | KA /WOTA | RABJROTA | KABJROTA | KABIROTA | RABIROTA | KAB/KOTA | RABTKOTA | RABIHOTA | KRB/KOTA | KABTROTA | KABTROTA

TN
FINDANAN
z Iy = I3 3 E] A ar 573 V2 1e 15 i T T3

Jumlah suraf uara yang diterima termasl:

adangan 25% (29504)

Suamlal sural suara dikemballkan okl petmih karena
rusal; dany st kediry cobloa

Tumiah surat suar yang N3k GigUnAKan termasuk
siga Fural guars cadangan

Jisminn suras auara yang Sigimaks

No. URAIAR wancian
RWCIAN SUARA TIMLALL
PASANGAN CALON PODAAN
e e T 3 = I3 i ) TS I = = =

TUMEAR ARHIR

KARJKOTA | €AB/KOTA | KAB/KGTA | KAR(KOTA | KABJKOTA | KAR/KOTA | KAB/KOTA | KABJKDTA | KAR/KOTA | WAB/KOTA | KAB/KOTA | KAR/KOTA | KARIKDTA | KAB/HOTA

T3 T =

1 MAMA PASANK

2 NAMA PASANGAN £A

B, |JUMLAH SELURUH SUARA SAH

F. |JUMLAH SUARA TIDAK SAH

JUMLAH SELURUB SUARA SAH DAN SUARA
TIDAK SAH [ + F)

[ TANDA TANGAN KPU PROVINSI ]

L [

1. {Nama zaicar) 2. Name zaice)

(Féinda tsngan) Tands tangan)
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MODEL
DC2-KWK

CATATAN KEJADIAN KHUSUS
DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM PELAKSANAAN
REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
TAHUN .ooveeivonnens

Provinsi

Kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Saksi sebagai berikut ##) ;

YANG MENGAJUKAN KEBERATAN

KOMIST PEMILIHAN UMM
SAKSI. PROVINSL oo e o s )

#) Coret yang fHidak perlu

Keterangan :

1, Apabila terdapat Kejadian Khusus, dicatat dan ditandatangani oleh Ketua Provinsi,

2, Apabila terdapat pernyataan Keberatan Saksi, dicatat oleh Saksi dan ditandatangani bersama oleh Saksi
dan Ketua KPU Provinsi pada saat dilakukan rekapitulasi di tingkat Provinsi:

8, Apabila tidak terdapat Kejadian Khusus dan/dtau pernyataan Keberatan Saksi, wejib dicatat dengan
kalimat ‘NIHIL dan ditandatangani oleh Ketia Provinsi.

www.peraturan.go.id
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BERITA ACARA
PENERIMAAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN MODEL
SUARA DARI KABUPATEN /KOTA DALAM PEMILIHAN DC3-KWK

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN .......cc.oees

Pada hari ini ..o, tanggal ..o bulanm oo, 72 1505 51 SRR "
KPU Provinsi menerima dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari

Kabupaten/Kota *)
Provinsi D T SE SWEEEG VA VST VA SEEVEES VR VR VE SEEVEET SR Vs

yaitu berupa :

1 Model DB-KWK

Model DBI1-KWIK

2 | Model DB2-KWK

3 Model DB3-KWK

4 | Model DB5-KWK

Model DB6-KWK

61}

6 Model DB7-KWK

Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 6 berada didalam
sampul yang disegel dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang dikunci dan disegel.

Yang Menyerahkan Yang Menerima
KPU KABUPATEN /KOTA KPU PROVINSI

Cap
KPUI
PROVINS!

---------------------------------------------

(NAMA LENGKAP)

D LR TR R

(NAMA LENGKAP)

Catatan :
¥ Coret yang tidak perlu

www.peraturan.go.id
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MODEL
DC4-KWK

DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN

SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN

Provinsi

evsenve

..............................

No

Nama

INSTANSI/LEMBAGA/
ORGANISASI

TANDA TANGAN

TandaTangan
Ketua KPU Provinsi

www.peraturan.go.id
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MODEL
DC5-KWK

TANDA TERIMA
PENYAMPAIAN SALINAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN

WAKIL GUBERNUR TAHUN ...........
PROVINSI
SAKSI PASANGAN CALON /

NO NAMA BAWASLU PROVINSI TANDA TANGAN
..................... Nama Pasangan Calon
..................... Nama Pasangan Calon
..................... BAWASLU PROVINSI

........................ T
Yang Menyerahkan
Ketua
Komisi Pemilihan Umum

PLESVITEE. » o060 v.s v matinnitabobadaitoan o

( Nama Lengkap)

www.peraturan.go.id
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MODEL
DC6-KWK

KOMISI PEMILTHAN UMUM
PROVINBI icisiervisivisssarsisiosissarsissosissarsisoes

MAIUGE £ s s sawsia sorei s —— S
Perihal : Undangan Rapat Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara
Di Tingkat Provinsi.

Yth. 1. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota®)
Di wilayaly Provinsi
2. Saksi Pasangan Calon ...........ccouuun.
3. Bawaslu Provinsi ... i sa i o
di-

KPU Provinsi ..o . mengundang untuk hadir pada rapat pleno rekapitulasi
penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Provinsi yang
dilaksanakan pada:

Hari 5 e it e eimee e sl s e
Tanggal 5 e et e s i gemie st e e 0¥
Pukul g

Tempat/Alamat

.................................

Dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Setiap saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur hanya dapat menjadi saksi
untuk 1 (satu) Pasangan Calon.

b. Saksi yang hadir wajib membawa dan menyerahkan undangan rapat serta surat
mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon dan Ketua Tim Kampanye tingkat
Provinsi kepada KPU Provinsi.

c. Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 4 (empat) orang dengan
ketentuan paling banyak 2 (dua) orang sebagai peserta Rapat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara.

*) Coret yang tidak perlu

Tembusan :
Yth. Ketua KPU RI di Jakarta
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MR UL pERGE ALY  MOEL 06 KWK VARG TIDAK TESDISTRGNUS) DARI SETIAR KABGPATEN /XOTA DALAM WELATAN R RE
'DALAM FERDLIIIAY GUSTION % DAY WAKIL GEEEXNUR/ICYATI DAY FKIL EGTATY/ WALIKOTA DAX WARIL WALIROTA ) TAEUN ... s
et ottt e 5 GO
TanocaL/
PrOVING
o TG rrcaas
P T Py Py e ey asmon Tonms |
| beaml el b ~gl r=a s e - ] i oan
e
DA ALAMAT
oA suaAL
TIAK DARAT DrTEN
P
MR WIACIAR PER KARUPATER PROTA

|
|
i
5
s
5
I
!
5
§
5
|
|
;
s
!
!
i
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NANAJTANDA TANGAN KFU PROVENS]

KETUA KOMISI PEMILIHAN UNUM,

ARIEF BUDIMAN
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MODEL
D-KWK

SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyampaian Berita Acara @ = = mrorresrceseenescceseeses D e N R R R D)
Hasil Pemungutan dan
Penghitungan Suara di tingkat TPS

Yihi, Bettm PPR o e somonne s

Bersama ini diteruskan dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara dan
penghitungan suara di:

Tempat Pemungutan Suara (TPS): Nomor .............. 8.4 NOITOT 1 wwvion wevim o

Desa/Kelurahan®)] @ oo sses ses s sa s2s i s saass s

RECHIMATAR. &' m o i s BEDUPSIBIVIGOTEL 817 i ot v i e sims e s st
Provimst, o oo e ess sat s o 5 52 52 5 5 525 5 57 5% et 95 S5 o8 5 55 5T 5 5 S 555 55 5 54 PSS e 5 SUeE Sarkestadd et S0 T Swads % 54 3

Jenis Dokumen yang diteruskan terdiri dari :

A. Formulir Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, meliputi:

No Formulir Keterangan
MBzdel B Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
1. rhologram
M- ENE Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
Berhologram
g, | Model Cly.Plauo-[{Wk Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
Berhologram

Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam

o || Wmciulociad Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.

4. | Model C3-KWK Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara, meliputi:

5. | Model C5-KWK Model C-KWK, dan Model C1-KWK kepada Saksi dan PPL/Pengawas
TPS.

6. | Model C6-KWK Surat Pemberitahunan Pemungutan Suara kepada Pemilih.

7. | Model C7-KWK Daftar Hadir Pemilih di TPS.

8 Model A3-KWK Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

9. | Model A4-KWK Salinan Daftar Pemilih Pindahan (DPPh).

10. | Model A5-KWK Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS Jain.
Daftar Pemilih Tambahan (DPTh) bagi pemilih yang memberikan

11. | Model A Th-KWK hak pilih di TPS menggunakan KTP Elektronik atau Surat
Keterangan.

B. Surat suara yang digunakan, surat suara tidak terpakai, dan surat suara rusak/salah
coblos.

Dokumen sebagaimana dimaksud diatas beserta alat kelengkapan TPS lainnya dimasukkan ke
dalam kotak suara dalam keadaan tersegel.

Demikian untuk disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

YANG MENYERAHKAN, YANG MENERIMA,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PANITIA PEMUNGUTAN KECAMATAN
DESA/KELURAHANY) «........cvvconennn. O
T Nama Lengkap e

Nama Lengkap
*) Coret yang tidak perlu;

Keterangan :
Formulir Model D-KWK dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap, 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS
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CATATAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SETIAR TPS DALAM WILAYAH DI TINGKAT
DALAM FEMILIHAN DAN WAKIL ATI DAN WAKIL / DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN ..
ditre) beecdazarlan formuily Model CI-KWHK
KELURAHAN/DESA *} 3 -
KECAMATAN 1 - -,
KABUPATEN/KOTA*) 2
PROVINST

MODEL DAA.Plano KWK
Halaman |

A. |RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON

RINCIAN
NO. NAMA PASANGAN CALON
7we ™8 s ™s ™s s %8 s ™s JUMLAH
aciags G Il amm | e N oS e e | AHIR/PINDARAN
T T 5 Y 3 ] T 3 T 0 T v s 5] 15 73 S

! NAMA PASANGAN CALON

2 NAMA PASANGAR CALON

B. [JUMLAH SELURUH SUARA SAH

C. [JUMLAH SUARA TIDAK SAH.

JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK
SAH [B+C |

! NAMA/TANDA TANGAN PPK 1

L P [ I P |

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKST PASANGAN CALON

L. (s sl 2. (Nama saksi)
(Tands tangan] (Tanda tangas)

KELURAHAN/DESA %

KECAMATAN :

KABUPATEN/KOTA*) 8 & Mobzl;':lﬁ :l:;o—nwn

PROVINST i
A |RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON

RINCIAN
oy L ] SOMEAR TS TS TS TS TS TPS ™S ]
PIND AHAN e e ey SRS PR R P i e
1 7 3 S s s AT It 23 T =) 2 25 37 =
1 HAMA PASANGAN CALON
2 HAMA TASANGAN CALOW
B. |JUMLAH SELURUH SUARA SAH
C. |JUMLAH SUARA TIDAK SAH
p. [JUMLAH SELURUN SUARA SAH DAN SUARA TIDAK
" [san (i)
[ WAMA/ TANDA TANGAN PPK ]
[ P [ I k |
NAMA DAN TARDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON
L. s snbo) 2. (Hema soksi)
{Tanda tangan) (Tanda tangan)
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KELURAHAK/DESA *) :
KECAMATAN : MODEL DAA.PLino-KWK
KABUPATEN/KOTA®) : i a Halaman 3
PROVINSI
NO. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
1 RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA | == s ™ ™s s P8 es TS| suman AkR
L 3 L = AL 7l e i3 id i 19
1 HAMA PASANGAN CALON
2 HAMA PASANGAN CALON
B. |JUMLAH SELURUH SUARA SAH
€. |JUMLAH SUARA TIDAK SAH
D. [JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK
SAH (B+C |
[ WAMA/ TARDA TANGAN PPK 1
]l 3 4 l5 I
WAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON
1. (fama sakei) 2. (Nama saksi)
fTanda tangsm) {Tinds tamigan)

SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH DESA/KELURAHAN DI TINGKAT KECAMATAN

MODEL DAA-KWK.
DALAM PEMIL DAN WAKIL DAN WAKIL /WAL IKOTA DAN WAKIL WALIKOTA ) TAHUN ..c..c. Halaman 1
i s taumeionss Totminlic Moda 2 KWE fan Mol S1KWE|
KELURAHAN/DESA )
KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA#)
FROVINSI
%O, URATAN
[ SuMLAH
A | DATAPEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH 3 s sy _ v l AKHIRPIDAHAN
T ] | S F) 1 ¥ 1 3%
A1 |DATA PEMILIN
LK
1 Pernilily Dialam OPT (Mode! 438 WE) TR
ML
LK
9 Pemilily dalim DPPn (Model 44-8WK| PR
DAL
“dnlam DETo/KTr-al/ ’;P
. FA B
srangan (odel 4 T=XWE) ML
L
+ emullh | ER
ML
A2 |FENSOUNAHAR
it
1 Peangguna hak plih dalam UPT BR
ML
LK
7 Penggsina ke gilits dalam OPP 3
DAL
§ Pengguna bak piih dalam LK
T/ pecgging KTP-d/ o
<etarangan ML
Jumish sslurah penggors Hak Fillh IJ:
2y -
DAL
NoO. URAIAN
T*s UMLAL
B. |DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ol <~
T 33
1 |Pemilh disabutiias/penvendang secar
5 |Pemilh disabuliian/peayandang vacaryang
? | mmarsion bale plih
[ NAMA/ TANDA TANGAN PPH ]
| l:; g Ia
L (N arvs aaksi) 2 (s sasl)
(Tancls tangars) [Pancts pasigan|
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KELURAHAN/DESA *| 3 peee e
KECAMATAN 3 b e
KABUPATEN/KOTA¥| : olen & s
PROVINSI :
NO. URAIAN
JUMLAH ™8 P JUMLAH
A | DATAPEMILINDAN PENGGUNAAN HAK PILIR . I - I | el
T 7 =5 s | T S5 (S =
% [ |DATaPEMLT
& Poeility Dilam BT hdoclef 42
2 Bomilih dslam DFEh (Modl &
3 Prerrilih dalam DFTS /R TF-sl/
vl Raberangen (Modlel A T6- KWK
 -Jurnlah Bemilih 114243)
7 [PENGOUNA HAR PILE
[ i e pilils dalasn DPT
2 Pengguns hale pith dlam DFFh
T Pengmira Bk pIh duEn
DFTH/ pengguna KTP-ol/
Lirss Retacangan
§ lumilah esfuruly panggilna Mak Pility
122+
No. URAIAN
JUMLAH ™s JUMLAH
B. [OATA PEMILIN DISABILITAS/PENVANDANG CACAT | JMban | e
T 7 X T 5 T
1K
1 |Poenilih disabilitas fonyssidatip osom! 23
TME
5 [Poenitin st tsonyaidaiis sso v “':
menggunslan hak piin -
]

1 (Nama asky

NAMA/TANDA TANGAN PPK

2. (Narms zakei)

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

(Fant tngeny

(Tanda tangsn)

KELURAHAN/DESA *|
TAN

KABUPATEN/KOTA%
PROVINS!
¥o. URAIAN RINCIAN
A | DATAPEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH vy O O O O O O O T - . T ™ ] T T T T s akr
L i I3 3 I [ i Z e 1 3 ) (G 7 U R T O R DR 3 () e ! s S e | [
7 1 [DATA PEMILIT
3
+ Pomillh Dl DFT (Model a3-RWE|
2 Pemilits dalsin DFFh (hoedd A9-KWE) 23
L
3 Prcriity dalsins DPTH/HTR-8l/ —
Surat Retersngon (M=l A T KWE) -
JML
3
o Lumnlan Permdin(14243) i3
ML
A% |CENCCUNA FAR Pl
L&
1 Fanggina fak pilih dalam DPT 3
L
1K
2 Fangguna huk pillh dalam DR 3
ML
T Tangina ok fib dalen I3
PE
4 tumish eslurh pangguns Hak 7tk
L4y
NO. URAIAN RINCIAN
5. |DATA PEMILIN e i) ) L] ™ Ei T ™ i T E T s wE T SR G0
4 8 S 3 2 " g 2 i Ll A2 A2 S i3 ol 2T i3 ]
T [Peullh disbilitns/ peaysndang ot
5 [Pemlh dlasthilitas, dang cacat yang
manggunskan halk pili
1 NAWMA/TANDA TANGAN PPE ]
: T : |
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON
it salcsi 2 Minasalksil
(T famggas) aredn taign]
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KELURAHAN/DESA % 3
KECAMATAN : beercnr i
KABUPATEN/KOTA% 3 ns
PROVINSI :
O, URAIAN RINCIAN
c DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA ™ws s ™ws ™ TS ™ws ™ws ™ws ™ws ™ ™ws s s ™ws ™s JUMLAH
T ¥ 3 s r3 5 § 3 7 i o2 i 7] Y it i is
Jiimiiah Surar SUAra yang Gonma era Uk sadang
- 5% (Z+3+4)
|l wirat sumra dkemBbAlIcan Sleh ecalh Earens
= | fusai daniratay kalisy soblas
o [Jumiah suras suars yang niak digunakan sl
? leiva surat suam cadarmn
1 |dumiah surst susra yang digunakan
¥o, URAIAN RINCIAN
= RINCIAN PEROLEHAN SUARA s s £ s T s ws s ™ 3 s ™ s s JUNLAT
PASANGAN CALON 2 e Eig o il f =2 it o | AHHIR/PINDAHAN
T e Z 3 z v's z I Iz A3 i3 I = I
1 HANMA PASANGAN CALO
a RAMA PASANGAR CALGR
E. [JUMLAH SELURUH SUARA SAH
F. |JUMLAH SUARA TIDAK SAH
o |JUMLAH SELURUE SUARA SAH DAN SUARA TIDAK
[ isAB @i B
[ WAMA/TANDA TANGAN PPE ]
‘ |
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKS] PASANGAN CALON
1 v sl 2. (M e |
(Fansa tangan| {Tarida tangan]
KELURAHAN/DESA *| :
TAN 3
KABUPATEN/KOTA" 2
FROVINS] H
No, URAIAN RINCIAN
c DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA. TOMLATT T T T 3 TS TS T TS T TS s T T TS JUNLAR
PINDAHAN " i e u - . = "
z ) 2 I Y 2 7 il id 13 id X 13 iV is
\LFR ST Jang 1 Aa 1R Canangan
|Gt 2urar suarR Alkmoalican alah peraln Karen.
“ | fusaie dan fatad kslind soblan
o | rileh 3ure: iana peng (ak Figonekan terrvasik
2iea surat suam cademgn
s nlah surst susra yang digunakem
NO. URAIAN
. RINCIAN PEROLEHAN SUARA UL s s s £ e ¥
% PASANGAN CALON FINDAHAN 5 e Ui i AKRIR/PINDABAN
I T T T z 3 i i3 Iy T3
L HANA PASANGAN CALO
] NAMS PASANCAN A
E, [JUMLAH SELURUH SUARA SAH
F. |JUMLAH SUARA TIDAK SAH
o, |JUMLAH SELURUE SUARA SAH DAN SUARA TIDAK
" ISAB(E+R)
I NAMA/TANDA TANGAN PPK ]
1 4 I
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON
——— R
4 (Nama aaien| 2. (Narma sakei)
(Tands tanges) (Tanda tangmn)
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KELURAHAN/DESA *|
KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA%)
PROVINSI
No, URAIAN RINCIAN
) DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA Pty e i 3 e =9 ™ = e o i s e 1xe ™ SIMLAT AKHIR
z ) 2 I Y 2 7 id 13 id X 13 iV is
- NPl 2iiara yang D (e I masengen
. +ied
Jamish etrer suars Alkemballioan o1h perain Farer.
fusaic dan fata slied Aoblye
o | vl 3ure: s, jeag {1k Aigunakan teerraih
?_leiva surat suam cadangmn
4 [ dumish surst susra yang dignsiem
NO. URAIAN
RINCIAN PEROLGHAN SUARA TOMLATT s T ™ s ™ % T
2 PASANGAN CALON FINDABAN ey g e ol B . iy peieg RN Mot
T — T S 7 3 73 2 €] T T3 T 3
) NAMS PASANGAN LZALON.
H NAMA PASANTAN CALDN
E. |JUSLAR SELURUH SUARA SAH
. [SUMLAH SUARA TIDAK SAH
G. [JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK
" |sas (e B
| WAMA/ TANDA TANGAN PR ]
1 | 3 I |
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON
1 itVasma sl 2 Momanaksil
(Tande fengas|
REKAPITULASI PENGEMBALIAN FORMULIR MODEL C6-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUS! DARI SETIAP TP'S DALAM WILAYAH / po———
DALAM PEMILIHAN DAN WAKIL TI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA #) TAHUN ........ Sataan. T
berdazarlan Tormully Modsl DI1-KWE) =
TANGGAL/BULAR/TAHUN:
KELURAHAN/DESA *) 3 .
KECAMATAN : O
KABUPATEN/KOTA*)
FROVINSI :
No. KETERANGAN RINCIAN
178 s 8 s s P8 a
1 EINCERN CRD GEMI,IEN ORMULRECH e - . - e AKHIR/PINDAHAN
1 = 3 = 1 8 X 3 5 12 33 = i 7 18
' MENINGGAL DUNIA
2 PINDAH ALANMAT
3 TIDAK DIKENAL
4 TIDAK DAPAT DITEMUL
s LAIN LAIN
JUMLAH RINCIAN PER-TPS
NAMA/TANDA TANGAN PPS
1 2 &
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TANGGAL/BULAN/TAHUX:

KELURAHAR/DESA ") 4

KECAMATAN s Halaman 2

KABUPATEN/KOTA*) 1

PROVINSI 4

NO. KETERANGAN RINCIAN
Thl JUMLAH 178 s 178 s s s w8 P8 ™s JUMLAH
1 | samcms 06 sop . ex e | AKHIR/PINDAHAN
T 3 = S E) Fl 3 T3 i I3 IES is 15 13
' MENING GAL DUNIA
2 PINDAH ALAMAT
3 TIDAK DIKENAL
4 TIDAK DAPAT DITEMUI
5 LAIN LAIN
JUMLAH RINCIAN PER-TPS
NAMA/TANDA TANGAN PPS
) 2 3
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MODEL
DA-KWK

BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR / BUPATI
DAN WAKIL BUPATI / WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN .....cce00ee

Pada hari ini «......ocoimo tanggal i 1517 § s (NRRRERRPRRRR talium . oo e o o o , Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan ... v o con vasves vae sicenns mengadakan rekapitulasi hasil
penghitangan SUAara DEFSHIPAT Il oot cet oo vorrionswn v vion siow v o st somsmmomanmminons

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati
dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta
diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Keecamatan ................oas untuk melaksanakan
rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakll Gubernur/Bupati dan Wakil
Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *).

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, dilakukan penjumlahan data-data :

a. dari TPS diseluruh Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan dalam formulir Model C-KWK dan
Model C1-KWK, serta dituangkan dalam formulir Model DAA-KWK dan Model DAA . Plano-KWIK.

b. dari seluruh Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan dalam formulir Model DAA-KWK dan
dituangkan dalam formulir Model DA1-KWK dan Model DA1.Plano-KWK.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam ....... { o isieen s emeaiia ) rangkap dan masing-masing rangkap
ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK serta Saksi yang hadir.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap didalam kotak untuk KPU Kabupaten/Kota*);
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten/Kota®);
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;
4. o ...) rangkap untuk Saksi Pasangan Calon;
3. l (sa.tu) rangkap untuk di Kecamatan.
NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
No. Nama Jabatan Tanda Tangan
1= Ketua
i
2 Anggota
B s s s s s sars s
3. Anggota
s v VA &
4. A ta
Hee 4.,.
S ADRgOtA By s
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON
i -
Namz Saksi: ... oo vreewres movee vwases N DBIEET s oo v ssivies s
Catatan :

* Coret yang tidak perlu.
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MODEL
DA-KWK

BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR / BUPATI
DAN WAKIL BUPATI / WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN .....cce00ee

Pada hari ini «......ocoimo tanggal i 1517 § s (NRRRERRPRRRR talium . oo e o o o , Panitia
Pemiliban Kecamatan (PPK) Kecamatan ... ve v s e s van voinvans mengadakan rekapitulasi hasil
penghitangdin Stara DEFEHIPAT (Il ... vet et vaaininin con oo viom siow 100 vos samamsmmnismnons

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati
dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta
diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Keecamatan ................oas untuk melaksanakan
rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Waknl Gubernur/Bupati dan Wakil
Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *).

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, dilakukan penjumlahan data-data :

a. dari TPS diseluruh Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan dalam formulir Model C-KWK dan
Model C1-KWK, serta dituangkan dalam formulir Model DAA-KWK dan Model DAA . Plano-KWIK.

b. dari seluruh Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan dalam formulir Model DAA-KWK dan
dituangkan dalam formulir Model DA1-KWK dan Model DA1.Plano-KWK.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam ....... { o isieen s emeaiia ) rangkap dan masing-masing rangkap
ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK serta Saksi yang hadir.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap didalam kotak untuk KPU Kabupaten/Kota*);
2. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;

8 e {2 57 553 s 53 533 s ) rangkap untuk Saksi Pasangan Calon;

4. 1 (satu) rangkap untuk di Kecamatan.

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

No. Nama Jabatan Tanda Tangan
1. Ketua
:
2. Anggota
Dises

a Ar ta

l Blecicimsnian
4. Anggota

o B
5. Anggota 5

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

] 2,

Nama Saksi: .uvevrereeinrmvasens Nama SaKSi: covvvvveerreeevrrerrmmnrnes

Catatan :
* Coret yang tidak perlu.

www.peraturan.go.id



-83-

SERTIFIKAT REKAPITULAST HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SETIAP DESA,

2018, No.143

DI TINGHAT

MODEL DA1-KWK
Hulaman 1

DALAM PEMILIHAN DAN WAKIL TI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN
dipi nerdasartan onulirMods] DAS-KWK
KECAMATAN '
HRABUPATEN/KOTA"| '
PROVINSI v
NG. TRAIAN
A | DATAPEMLIH DANPENGGUNAAN HAK PILIH | PESA/KEL pmumJ DESA/KEL I DESA/KEL 1nesum I DESA/KEL ] DESA/KEL I DESA/KEL I DESA/KEL l DESAIEL | DBSA/KEL lmmm. lmum I JUMLAH
. p e oy 3 " p AKHIR JPINDAHAN
| I s b = Y & c 7 ¥ & | & N w | = [ oo o | 3w T » § w |
A1 |DATA PEMILI
1 Pamullh Datam DT (Mod=LA3-KWE|
Feonilib dalaim DFEh (Medel J4-KWK)
3, Faenilib dalsm DFTY/KTP-f —
Sural Reterangan (Modlel & To-IWER|
4 duntiahyFamlih | 14242
[FENGSUNA FAR BT
LK
1 Peaggunaiak pillly dalam DPT PR
ML
LE
Faagguna sk piify Satam DFPA FR
ML
3. Pengguia ek pillh dalam LK
DFTo/pangguns KTF-e/ PR
Surat Koterargsn
4. Jumish Belurih pedpguine Hak Bl Y
PR
(b4 o
NO. URAIAN RINCIAN
B. |DATA PEMILIH DESA/KEL | DESA/KEL | DESA/KEL | DESA/KEL | DBSAIKEL | DESA/KBL UESA/KBL | DESA/KBL | DESA/KEL | DESA/KEL | DESA/KEL | DBSA/KEL | DESA/KEL | OBSA/KEL JUMLAH
c i on o il R 5 P i it s | ARBIR/EINDARAN
3 3 3 Y z 2 AL i3 a8 A2 ey T Az Ty A3
LK
1 [Farmdity disablivas/penyandang oasa) PR
IML
, [Femtin disabilias ) penyandeng nacal yang ‘p:;
. bak pilth -
ML
I NAMB/ TANDA TANGAN PPK ]
[ ; :
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKS! PASANGAN CALON
L (Neeva saliee ENLEEEET)
Tania aagan| (Tasusa taigan)
KECAMATAN ' —
KABUPATEN/KOTA%) B MODI KWK
PROVINSI . Bt
NO. URAIAN NI
JUMLAH DESA/KEL | DESA/KEL | DES) DESA/KEL | DESA/KEL | OESA/KEL | DESAIKEL | DESA/KEL | DESA/KEL SUNLAH
A ) o ] e e e v
I z | 2 2 T T | S i s, A A TR R TAR) BGA  WR LY 1~ 0 | R > RO NG AR R | | ESG. 7S R | okl s T I3
TR FEMILIF
[
L Pamiiih Dalam DPT (Mcdel A3V PR
ML
LA
e Semullh dalam DFPh (Mode: 44-KWE] 3
ML
ermnlity ditam DT/ RTP-6l/ —
St Retarargan (Model A TV o
LE
4. Jumlsh Bomilin 114243 P
DAL
[PENGONE PR PILIE
LK
1. Pengguns hak prih datam GPT 3
ML
[F3
2 Pengguan hak pilil datam DFFl FF
AL
3 S
L&) prmgiunia TP/ PR
ure: Ketgpengen ML
4, Jumiah eelunsh pengguna Hak Pili “):f
(11 il
NO. URAIAN RINGIAN
JUMLATL | DESA/KEL | DESAKEL | DESA/KEL | DBSA/KEL | OBSA/KEL | DESA/KEL OBSA/KEL | DESA/KEL | DESA/KEL | OESAJKEL | DBSA/KEL | DESAIKEL | DESA/KEL UMLAH
B. [DATA PEMILIH DISABILITAS/PENVANDANG CACAT | JHEE g . M ; s | P
T p: T T 0 r 3 63 e 103 Ty iC3
3
| [Permilih dieabiitas fpemymudang cwoat =3
ML
disabi di 2 LK
5 [Pemilin . yang -
menggunakan hak pilify TR
! WAMA/ TANDA TANGAN PPR ]
1 | 3 ‘ |
WAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI FASANGAN CALON
— 2 oens anteay
| Famaa tongan) [Tanas tatgao]
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KECAMATAN .
KABUPATEN/KOTAY . MODEL DAL-KWK
PROVINSI . tahmen 1
NO. URAIAN NI
. | DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PLIH FOVENEL T DESAJABL | DESR/RSL | VER{IE. | DOGADIES. | GBSATVGH. | DESATREL | DESATRS | OBSATHEL: | DRATVEL | DESA{REL | BESAIREL | DIGATNES | DRSATKEL | GRATREL | juneun AKAIR
E EINDAHAN
1 7 | s e B | Yt Nk e il vt oot S i Vet et | e b < e | GRS | S ey - Yoo [ i R v DVt JSt ] e | [ 50
2.1 |DATA FEMILI

L Pamlify Dalany GPT (Madel A3-KIWK)

% Permilih dalam DPPh (Moded 44-KWK)

ML
3 Pemilih dalaa DFTH/KTF-ol/ —
Surat Reterangan [Wodel & KWK L
L
4. Jumial Pemilily {J+243 | PR
JML

2.5 [FENGGUNA HAH PILIH

i, Pérnggpiria hakt pilils datsm B4

Songguna halk plls dalam 7Pk

Farggina hak pIih dalam
P penggitin. KTi-al/

Suras Keverangan

4. Jumiah selrih panggune Hale Pilly

Loz
NO. URAIAN RINCIAN
5. |DATA PEMILIH DISABILITAS/PENVANDANG CAGAT | JUVLAN | DESATREL | DBSATHEL | DUSATKL | DUSATREL | BESATRGL | DESA/REL | DESATRG. | DESH G | DESATHGL | DoSATHEL | GBSATREL | DGSATREL | DA/ | DEATREL | ingan axaum
) 7 £ r; m i i if ¥ =
1 [Pamlih Aeabiltasspenyandangancs T
5 [Pamiih et 3 g
msozgunaan hat pillh
[ WAMA/TANDA TANGAN FPK ]
i l? 5 4 I
TANA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON
1 ot s
Tanas vargan) tarita tamgou
KECAMATAN '
) s
PROVINSI i
NO. URAIAN NN
c. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA DERALIRL

DesA/KEL | DESA/MEL | DESA/KEL | DBSA/KEL | DBSA/KEL | DESA/MEL

DESA/KEL | DESA/KEL

DESA(KEL | DESA/KEL | DBSA/KEL JUMLAH
priy vwwe | AKHIR/PIRDERAN

T
L |Jirmiah sura: uare yang diterime termanils caGangan

= 573

2,5% (2+30d)
Jurnlzh surar suera dikembal,

ya s

ke dian futats keliru coblos
Jurekah

T olah peenilih Karena

izs

jana sade

Fal suArm yang Lidek digunaran tormasuk
ngan

3 |Jurslah surat 2uama yong Siginaksn

NO. URAIAN

PASANGAN CALON
PABANGAN CALON

RINCIAN PEROLEHAN SUARA DESA(HEL

DosakeL | oesazue [ oesajn [ossaes | oesajkes [ vesaswee | veshsun [ onsarues

DESAHEL | DESA/KEL

OESA/KEL | DBSA/KEL | DESA/KEL

IE

JUMLAH
AKHIR FINDAMAN
=

| WAMA PASANGAN CALON

ity

5 NAMAPASARGAN CALDR

E. |JUMLAH SELURUH SUARA SAH

P, [JUMLAH SUARA TIDAK SAH

a. [JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK
- sanom
I WAMA/ TANDA TANGAN PPR 1
I’ l 3 %

b IHama cate

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

2 Itioma sadesll

Tiants tarig et rengacit
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KECAMATAN ' f 1
K ) . MODEL DALKWK
PROVINSI . Hataeman 2
NO. URAIAN
JUMLAH | DESAKEL DESA/KEL | DESA/KEL | DESA/KEL | DESA/KEL DESA/KEL DESA/KEL | DESA/KEL | DBSA/KEL JUMLAH
c. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA R el s v s O e B
T £ 2 Y 2 4 A i LS i3 Y % d iS
. |Jumiah surar susm yang Siterima termacuk cagangan
25 (2+30)
Jurnlzh surar suera dikembalikcan oleh psalih karena
e iz ftats keliru coblos
S [rRah surat suam yang B igumen feemasn
28 2ra) sijara adangan
1 [Jursiah zurat zasrs yang diginatesn
NO. URAJAN
D. RINCIAN PEROLEHAN SUARA JUMLAN | DESA/KEL | DESA/KEL | DBSA/KSL | DESA/KEL | DESA/KEL | DESA/KEL | DBSA/KEL DESA/KEL DESA/KEL | DESA/KEL | DBSA/KEL JUMLAH
= CALON PINDAHAN - - - o —m— e AKHIR/PINDAHAN
i 7 L 2 F] 1 L ity i i3
! HAMA PASSNGIAN CALDN
5 NAMAPASAHGAN CALDN
B. |JUMLAH SELURUH SUARA SAH
P, |JUMLAH SUARA TIDAK SAH
o |JUMLAT SELURDH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK
CISAH@E 4B
[ NAMA/TANDA TANGAN PPK |
1 l IJ I“ I3
'NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON
[ oacea sy 2 thaen wasse|
(Vanuta tangen) Tams tacgsol
KECAMATAN .
K ) . MODEL DAY-KWH
PROVINSI . Halamaa 2
NO. URAIAN NN
c. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA "ll;l':d:‘::ln DESATKEL | OESA/KEL | UBSA/KEL | DESAJKEL | DESA/KEL | DESA/KEL | DESA/KEL | DESA/KEL | DESA/KEL | DESA/KEL | DESA/KEL | DESAKEL | DESA/KEL | DBSA/KEL JUMLAH AKHIR
T 3 3 i T 3 £ T} n 1] i3 IE} P i (i i
;| Jminh eurat susma yang Siterima fermasuk cadangan
= % (23]
S [Pt atra sars Dikecrbalicar ol peoulh karens
~Jrusak dan/atag katiru bl
o |Jinleh surat zaara yang vk Arpinakan termRalt
* |eies surat suara cadangan
4 | usmish sure: sunss yang igunaken
No. URAIAN RINCUAN
D. RINCIAN SUARA JUMLAY | DESAIKEL | DESA/KEL | DESAIKEL | DESAJKEL | DESA/KEL | DESA/KEL | DESAJKEL | DESA/KEL | DESA/KEL | DESA/KEL | DESA/KEL | DESAIKEL | DESAIKEL | DESA/KEL JUMLAH AKIIR
3 PASANGAN CALON FINDARAR dig . e pede i
¥ £l = 13 e Iy
] WAMA PASSNOAN CALON
@ NAMA PASAHGAN CALOR
E. [JUMLAH SELURUH SUARA SAH
P. |JUMLAH SUARA TIDAK SAH
o, | UMLAT SELURDH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK
|SAH (B + B
[ WAMA/ TANDA TANGAN FPK ]
: I [ [ |
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON
b oot 2 (e wate
[Tands fargan] [Tanity targa|
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CATATAN HASIL FENGHITUNGAN SUARA DARI SETIAF DESA/KELURAHAN DI TINGKAT KECAMATAN

DALAM PEMILIHAN DAN WAKIL T1 DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN ........ MODEL DAL Plano-KWK
Atz bardazarian foeully Modsl DAAKWHE Halaman 1
KECAMATAN H
KABUPATEN/ROTA%) i
PROVINSI ' .
A, |RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
RINCIAN
No, NAMA PASANGAN CALON
DESA/KEL | DESA/KEL | DESA/KEL | DESA/KEL | DESA/KEL | DESA/HEL DESA/KEL | DESA/KEL | DESA/KEL | DESA/KEL | DESA/KEL | DBESA/KEL | DESA/KEL | DESA/KEL JUMLAN
. .. - . - e e - AXHIR /PINDAHAN
1 E) = = x 3 E] 0 ] 1T vy = 3 = Ty = =
1 HAMA PASANGAN CALON
2 NAMA PASANGAN CALOR
B. |JUMLAH SELURUH SUARA SAH
©. [JUMLAH SUARA TIDAK SAH
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK
D |gam(Bec )
| WAMAJTANDA TANGAN PFK |
) Iz !3 |4 Is I
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON
1. (Nasma saksi) 2. (Nama-saksi)
(Tanda tangan) (Tanda tangan)
KECAMATAR &
RABUPATEN/KOTA"| B MODEL DA1.PLANO-KWK
PROVINSI E Halaman 2
A. [RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
RINCIAN
o, NAMA FASANGAN CALON
JURLAH OESA/KEL | DESA/KEL | OESA/KEL | DESA/KEL | OESA/KEL | DESA/KEL | OESA/KEL | DESA/KEL | OESA/KEL | DESA/KEL | OESA/KEL | DESA/KEL | ORSA/KEL | DESA/KEL JUMLAK PIND,
PDARAN | i e e Fas s:
T 7 ] £l ] 3 L IR e T3 15
1 HAMA PASARGAN CALON
2 TAMA PASANGAN CALON
B. |JUMLAH SELURUH SUARA SAH
C. |JUMLAH SUARA TIDAK SAH
. [JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK
" |san (Brc)
| NAMA/TANDA TANGAN PPK |
I‘ I’A i hd Is
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON
L. (o saks) 2. (Wanna saksi)
{Tanda tangnn) (Tanda tangam)
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_87-

2018, No.143

MODEL DA1PLANO-EWK
Halaman 3

NO.

NAMA PASANGAN CALON

RINCIAN

RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA k)

sunzan | oEsasket

DESA/XEL | DBSA/KEL

DESA/KEL | DESA/KEL

DESA/KEL | DESA/KEL | DESA/KEL

Z Y E]

z Z 30 I

)

MAMA PASANGAN CALON

NAMA PASANGAN CALON

JUMLAH SELURUH SUARA SAH

JUMLAH SUARA TIDAK SAH

JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK
SAH | B+C )

NAMA/TANDA TANGAN PPK

3

L. Mama sakss)

4

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

2. Nams sakeui)

(Tasida tangan)

(Tanda tangan)
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MODEL
DA2-KWK

CATATAN KEJADIAN KHUSUS
DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM PELAKSANAAN
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT
KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR / BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA *) TAHUN ........

Kecamatan
Kabupaten fICOTA =) T i sovee i i s s s sl v
Provinsi B AT O

Kejadian khusus dan/4atau pernyatean keberatan sleh Saksi*) sebagai berikut:

YANG MENGAJUKAN KEBERATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
KETUA
SAKSI,
#) Coret yang tidak pertu

Keterangan :

L. Apabila rerdapat Kejadian Khusus. dicatat dan ditandatangani oleh Ketua PPK:

2. Apabila terdapat pernyatasn Keberatan Saksi, dicatat oleh Saksi dan ditandatangani bersama oleh Saksi
dan Ketua PPK pacla saeat dilakukan rekapimilasi i tingkat Kecamatan:

3. Apabila: tidak terdapat Kejadian Khusus dan/atau pernyataan Keberatan Saksi, wajib dicatat dengan
kalimat NIHIL clan ditandatangani oleli Ketua PPK.
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MODEL
DA3-KWK

BERITA ACARA
PENERIMAAN HASIL PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
DARI TPS DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR / BUPATI DAN WAKIL
BUPATI / WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN ........

Pada hari i .o oo TANEEAL e s se s vnenes PUAT i AL w0 e eia 0, PANITA
Pemilihan Kecamatan menerima alat kelengkapan TPS dan dokumen Hasil Pemungutan
dan Penghitungan Perolehan Suara di seluruh TPS dart:

TPS : Nomor ... s/d NOTIOT . ..ovcvviiinvinnin
Desa/Kelurahan®) e e et et e e e e e
Kecamatan F 0w S 558 05 000 558 O OGS D68 S0 58 DG/ WS 558 DTG W0 558 DTG W 558 O
Kabupaten/Kota*) Jep———— R —— R P — s v
Provinsi T v o e ame o I 4 e G K S AR SR

vaitu berupa :

Dokumen Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, terdiri dari:
A. Formulir Berita Acara Pemmungutan dan Penghitungan Suara di TPS, meliputi:

_ Ne Formulir Keterangan
N :%Z%E%é%%éj{( Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
Be rholo;;ram : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolelian Susra di TPS,
2. ggieilf;ﬁilnw& EWE, Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suaradi TPS.

Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam

3. | Model CI-KWE Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.

4. | Model C3-KWK Surat Pernyataan Pendamping Peimilili.
Tanda Terima Penyampsisan Salinan Berita Acara, melipuiti:

5. | Madel C5-KWK Model C-KWK, dan Model C1-KWK kepada Saksi dan PPL/Pengawas
TES:

(5} Madel C6-KWK Surat Pemberitaliuan Pemunegutan Suara kepada Pemilih,

7. | Madel C7-KWK Daftar Hadlir Pemilil i TPS.

8, | Model A3-KWK Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

| 9. | Madel A4-KWK Salinan Daftar Pemiilih Pindahan (DPPhL).
10. | Madel AG-KWEK Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain.
- Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) bagi pemilih yang memberikan

11. | Model A.Th-KWK hak pilih di TPS menggunakan KTP Elektromik atau Surat

Keterangan.

B. Surat suara yang digunakan, surat suara tidak terpakai, dan surat snara rusak/salal coblos.

Dokumen sebagaimana dimaksud diatas beserta alat kelengkapan TPS lainnya dimasukkan ke
dalam kotak suara dalam keadaan tersegel.

Demikian Berita Acara di buat dan masing-masing di tandatangani oleh Anggota PPS dan Anggota
PPK.

Yang Menyerahkan Yang Menerima
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(Desa/Kelurahan *) ..cecveevncenersnes) (Kecamatan vseiirsscrerssserensssessassererans)
(NAMA LENGKAP) (NAMA LENGKAP)
Catatam :

*) Coret yang tidak perlu
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MODEL
DA4-KWK
SURAT PENGANTAR
Per_jhal : Pﬁn’yaﬂlpa_ia_ﬂ Beri.ta Acara R I N I A E R T ICEN

Hasil Rekapitulasi Penghitungan
Suara di Tingkat Kecamatan.

Yth. Ketua KPU Kabupaten/ Kota #)

Bersama ini disampaikan dokumnen hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh
Panitia Pemilihan Kecamatan di :
Kecamatan e e e S e S e e e v e s g e n e s

Kabupaten/Kota *) O PROVITIST | tovvet i e n e i e

Dokumen hasil rekapitulasi penghitungan suara terdiri dari :

1 | Kotak Snara Hasil Rekapitulasi penghitungan Suara, meliputi**):
[0 Model DA-KWEK 0 Model DAA-KWK O Model DAA. Plano-KWK

[0 Model DAT-KWK 0 Model DA1.Plano-KWEK O Model DA2-KWK
0 Model DA7-KWK

2 | RKotak Suara hasil Penghitungan Suara di TPS, meliputi**):

0 Model C-KWK berhologram 0 Medel C1.Plano-KWK berhologran

] Model C 1-KWK berhologram 0 Model C2-KWK
Diiimpun per-désa (kelurahan)

3 | Kotak Suara berisi data Pemilih dan Daftar Hadir TPS, meliputi**);

I Salinan DPT (Model A3-KWK) 0 DPPh (Model A4-KWK)

0 DPTh (Model A.Th-KWK) 0 Daftar hadir (Model C7-KWK)
Dihimpun per-desa (kelurahan)

4 | Kotak Suara herisi surat suara dan alat kelengkapan TPS, meliputi**):

I Surat suara semua TPS
0 Formulir di tingkat TPS

Dokumen sebagaimana tersebut berada di dalam ketak suara yang tersegel.

B R IR R PP P P I PRI

YANG MENYERAHKAN, YANG MENERIMA,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KPU KABUPATEN/KOTA #)
(NAMA LENGKAP) (NAMA LENGKAP)

*) Coret yang tidak perlu

*| Contreng pada kotak yang disediakan ()
Catatan :

L. 1 (satu) rangkap untuk PPK.

2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota.
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MODEL
DAS-KWK

PENYAMPAIAN SALINAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR / BUPATI DAN WAKIL BUPATI /| WALIKOTA DAN WAKIL

KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA #)
PROVINSI

WALIKOTA ¥ TAHUN ........

No Nama

Saksi dari Pasangan Calon
/Panwas kecamatan

Tanda tangan

Nama Pasangan Calon Lo o v wee e o s e

IS)

Nama Pasangan Calon

Panwas Kecamatan Bt o vaiss veeiis v e i

Yang Menyeralikan

Ketua PPK ...

(Nama Lengkap)

www.peraturan.go.id
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PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MODEL
RECABATAN....ovcrseascasaosasssassavsrerserssassasasseassossavsassse DAG-EWK
KABUPATEN....concosascurssssssssnnssressasusnarassesssorosssnsossnnese
PRONVINEBL ;555 5ssvasvasveanssssisssssissr e sdasvasanssassassss e

TLs s cssavovesssassssesmnanisnaaresss Pelp. worisvessessasssenes
Perihal . Undangan Rapat Rekapitulasi .......................... 3 AN S SN T 5d SR e e

Hasil Penghitungan Suara
Di Tingkat Kecamatan.

Yth. 1. Ketua dan Anggota PPS Di
Wilayah Kecamatan .........cc.cu.e.
2. Saksi Pasangan Calon ...............
3. Panitia Panwas Kecamatan ..................

di -

Panitia Pemilihan Kecamatan mengundang untuk hadir pada rapat pleno
rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur / Bupati dan
Wakil Bupati /| Walikota dan Wakil Walikota *) di tingkat kecamatan yang dilaksanakan
pada:

Hari § GO 5 26 0 e 6 B 38 5
Tanggal § R R S S
Pukul et A R T
Tempat/Alamat : ......ooviviniiniiiiiiiinn

Dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Setiap Saksi pasangan calon hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan
Calon.

b. Saksi yang hadir wajib membawa dan menyerahkan undangan rapat serta surat
mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye tingkat
kabupaten/kota kepada PPK.

c. Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 2 (dua) orang.

d. Apabila Rekapitulasi dilakukan secara paralel, Pasangan Calon dapat menghadirkan
Saksi paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap kelompok yang bertugas secara

bergantian.
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
KETUA
(Nama Lengkap)
Tembusan :
Ketus, KPU KalSGDRTEN ARG ¥ .o nmer s s smesmmsmmonn sies e ssssmsnmssson nos v wes
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MODEL
DA7-KWK

DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN .......

Kecamatan I —
Kabupaten/Kota

Provinsi . e s s 5w s 4 0

' INSTANSI/LEMBAGA

/ORGANISASI TANDA TANGAN

Nama

TandaTangan
Ketua PPK
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TANGGAL/BULAN/TAHUX: =
KELURAHAR/DESA ") ' MODEL D2-KWK
KECAMATAN ¢ Halaman 3
KABUPATEN/KOTA*) 1
PROVINSI 4
No. KETERANGAN RINCIAN

1 | mancun 1an 6 | sumana ol i ol Bl Bl loeall ool [l el e e

1 p 2 % e 9 g A1 i3 PE 14 is iz 13

' MENINGGAL DUNIA

2 PINDAH ALAMAT

3 TIDAK DIKENAL

4 TIDAK DAPAT DITEMUL

5 LAIN LAIN

JUMLAH RINCIAN PER-TPS
NAMA/TANDA TANGAN PPS
] 2 3
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